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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Buku Panduan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju sekolah Standar Nasional Pendidikan
(SNP) dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan menjadi panduan dalam
pelaksanaan program SPMI dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaan.
Buku ini juga berfungsi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam
mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di sekolahnya. Buku ini sangat baik
untuk pegangan bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, TPMPS, dan pengelola pendidikan
dalam rangka pedampingan sekolah.

Dengan diluncurkannnya program merdeka belajar oleh Bapak Nadiem Anwar
Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan peluang bagi otonomi sekolah
untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah penggerak yang mampu menjadi contoh bagi
sekolah lain dalam menggerakkan semua potensi yang ada. Dalam sekolah penggerak
diperlukan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak yang memiliki inovasi dan aktif
mengikuti perubahan dan perkembangan terkini, yang didukung oleh semua stakeholder
sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai SNP.

Menyadari bahwa terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini
disampaikan terima kasih kepada Drs. Adrian Howay, MM. Selaku Kepala Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Rekan - Rekan Widyaiswara (LPMP)
Provinsi Papua, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah
memberikan informasi, dukungan, dan motivasi hingga tersusunnya buku panduan ini

Buku ini terdiri dari 10 judul yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain
sebagai panduan sekolah dalam menjalankan SPMI, yaitu:

Buku 1 :Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Satuan Pendidikan
Buku 2A: Pemenuhan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

Buku 2B: Pemenuhan Mutu Standar Isi

Buku 2C: Pemenuhan Mutu Standar Proses

Buku 2D: Pemenuhan Mutu Standar Penilaian

Buku 2E: Pemenuhan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Buku 2F: Pemenuhan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

Buku 2G: Pemenuhan Mutu Standar Pengelolaan

Buku 2H: Pemenuhan Mutu Standar Pembiayaan



Buku 3 : Audit Mutu Satuan Pendidikan

Buku ini masih dalam tahap pengembangan, tim penulis secara terbuka menerima
masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat
bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal untuk mencapai atau melampaui SNP di

Sekolah

Jayapura, 8 Desember 2020

Penyusun,



KATA SAMBUTAN
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua sebagai Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dan
fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan
dan kebudayaan, yaitu melaksakan pemetaan mutu Pendidikan, melaksanakan supervisi
satuan pendidikan, melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, melaksakan
pengembangan model penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi mutu serta pelaksanaan urusan administrasi. Berdasarkan
rincian tugas tersebut, LPMP Provinsi Papua mengembangkan dan meningkatkan kapasitas
internal, mengembangkan program, dan terus berupaya bekerjasama dengan seluruh pemangku
kepentingan di Provinsi Papua agar mampu melayani dan menampilkan kinerja yang tinggi.
Salah satu program yang dijalankan adalah mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan (SPMP) di Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah, bahwa komitmen Sekolah masih rendah dalam
menjalankan SPMI, belum memiliki dokumen sebagai bukti bahwa sekolah menjalankan
SPMI, belum memiliki dokumen bukti kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan 8 SNP
melalui pelaksanaan SPMI di Satuan Pendidikan yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tendik, standar sarpras, standar
pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan dalam menjalankan SPMI
untuk pemenuhan standar Nasional Pendidikan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Jayapura, 11 Desember 2020
Kepala,

Drs. Adrian Howay, M.M.
NIP. 196410111992031001
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh pemerintah untuk
menjaga mutu pendidikan. Melalui sistem penjaminan mutu, kegiatan sistemik dan
terpadu akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan untuk
meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan penjaminan mutu
pendidikan di setiap jenjang pendidikan diharapkan mampu menyiapkan sumber daya
manusia dalam menghadapi persaingan yang serba kompetitif dan sulit diprediksi
akibat perkembangan terknologi yang begitu pesat saat ini.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, khususnya tentang mempercepat peningkatan
akses dan kualitas pelayanan pendidikan, upaya peningkatan mutu pendidikan
diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait. Menjaga mutu
pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, peningkatan mutu
pendidikan dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan
benar melalui pemetaan mutu. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi
yang dapat digunakan sebagai base-line data dasar merencanakan kegiatan dan
program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Kegitan
yang direncanakan dilaksanakan dengan baik yang berbasis bukti. Dalam menjalankan
siklus penjaminan mutu tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi atau audit mutu
secara internal dan eksternal.

Pencapaian mutu pendidikan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di
tingkat satuan pendidikan mengacu kepada acuan mutu pendidikan, yakni Standar
Nasional Pendidikan dan standar mutu pendidikan yang melampaui Standar Nasional
Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, dan standar pembiayaan.



B. Landasan Hukum

1.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007
tentang Standar Kepala Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan di Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
tentang Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Naional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008
tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2012 tentang Pungutan dan Sumbangan pada Satuan Pendidikan;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62
Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63
Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler
Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103
Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengabh;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Standar Proses;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2016 tentang Standar Penilaian;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2016 Tentang Komite Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter;



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian
Hasil Belajar Oleh Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar
Dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

88Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

menuju Sekolah Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

1.

Memberikan informasi tentang pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam
rangka pemenuhan standar nasional pendidikan.

Memberikan informasi tentang acuan dan indikator pemenuhan standar nasional
pendidikan dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan.

Memberikan informasi program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka

pemenuhan standar nasional pendidikan.



4.

Memberikan informasi dokumen dan disertai contoh format yang perlu dibuat oleh
satuan pendidikan sebagai bukti bahwa Satuan Pendidikan telah melakukan Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan.

Meningkatkan sinergitas antara LPMP Provinsi Papua dengan Dinas Pendidikan
Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi

terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

D. Manfaat

Buku Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal menuju Sekolah Standar

Nasional diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1.

Sekolah memahami pentingnya sistem penjaminan mutu internal dalam rangka
pemenuhan standar nasional pendidikan.

Sekolah memahami acuan dan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan
dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan.

Sekolah menyusun program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka
pemenuhan standar nasional pendidikan.

Sekolah memiliki dokumen dan format yang perlu dibuat sebagai bukti bahwa
sekolah telah melakukan sitem penjaminan mutu pendidikan.

Terjalinnya sinergitas antara LPMP Papua dengan Dinas Pendidikan Provinsi
Papua, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten se Provinsi Papua dan instansi terkait

lainnya dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.



BAB Il
ACUAN DAN INDIKATOR MUTU
STANDAR ISI

A. Acuan Mutu Standar Isi

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan
tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan
karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat
kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik,
kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam
domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu
Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat
kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar
Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karakteristik,
kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan
karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut.

Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap
dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati
dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui,
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Keterampilan
diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar,
menyaji dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses
pemerolehannya mempengaruhi Standar Isi.

Untuk memenuhi kebutuhan masa depan, telah ditetapkan Standar Kompetensi
Lulusan yang berbasis pada kompetensi abad ke-21. Untuk mencapai standar
kompetensi yang telah ditetapkan tersebut, maka dirumuskan Kompetensi Inti untuk
setiap jenjang kelas dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Ruang lingkup
materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada
suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan

dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.



Dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk mencapai Kompetensi Inti

dan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan, maka satuan pendidikan pendidikan

harus mampu membuat perencanaan strategis melalui analisis kondisi untuk

mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui analisis SWOT atau kekuatan

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats).

Hasil analisis dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), termasuk dalam

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Dokumen I,

Dokumen Il dan Dokumen I11.

Acuan yang digunakan dalam rangka pemenuhan mutu Standar Isi pada

pendidikan dasar dan menengah adalah:

1.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62

Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler
Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengabh;

. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Penyederhanaan RPP.



B. Indikator Mutu

Rincian indikator dan sub indikator dalam raport mutu yaitu:

Kode Indikator dan Sub Indikator

2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan

2.1.1. | Memuat karakteristik kompetensi sikap

2.1.2. | Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan

2.1.3. | Memuat karakteristik kompetensi keterampilan

2.1.4. | Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa

2.1.5. | Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran

2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur

2.2.1. | Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum

2.2.2. | Mengacu pada kerangka dasar penyusunan

2.2.3. | Melewati tahapan operasional pengembangan

2.2.4. | Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan

2.3.1. | Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
2.3.2. | Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi

2.3.3. | Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal

2.3.4. | Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa




BAB I
PEMENUHAN MUTU STANDAR ISl

A. Strategi Pemenuhan Mutu Standar Isi
1. Pengembangan Kurikulu Tingkat Ssatuan Pendidikan (KTSP) Melalui Workshop
Penyusunan dan Penetapan Dokumen KTSP.

Pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan satuan
pendidikan yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru. Kegiatan dilakukan
melalui pembentukan tim pengembang kurikulum, mengkaji peraturan
perundangan, melakukan analisis konteks, worksop penyusunan kurikulum,
melakukan telaah dan perbaikan dokumen serta menetapkan dan mensahkan

pemberlakukan kurikulum.

2. Worksop Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Setiap awal semester, sekolah diharapkan melakukan workshop minimal
selama 3 hari untuk menyusun silabus dan RPP. Silabus dan RPP yang dibuat oleh
guru bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai kondisi dan sifatnya
kontekstual, kekinian, sesuai tuntutan pembelajaran abad ke-21 vyaitu
mengembangkan berpikir kritis, memecahkan masalah dan berpikir tingkat tinggi
yang diperoleh melalui mencari tahu, bekerja secara kolaborasi dan
mengembangkan kecakapan berkomunikasi secara lisan maupun  tertulis.
Penyusunan RPP merupakan salah tugas pokok dan fungsi seorang guru. Sesuai
arahan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Merdeka Belajar, RPP bisa
disederhanakan hanya memuat 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan

pembelajaran dan asessmen pembelajaran.

3. Supervisi/Telaah Dokumen KTSP
Untuk mengetahui kualitas KTSP yang terdiri dari Dokumen I, Dokumen Il
dan Dokumen IIl perlu dilakukan supervisi oleh pengambil kebijakan. Untuk
dokumen KTSP jenjang pendidikan dasar dilakukan supervisi oleh dinas
pendidikan kabupaten/kota, sedangkan dokumen KTSP jenjang pendidikan
menengah dilakukan supervisi oleh dinas pendidikan provinsi. Khusus Dokumen 11
dan Dokumen Il yang dibuat oleh guru, supervisi bisa dilakukan oleh kepala



sekolah dalam rangka pembinaan kompetensi tenaga pendidik yang berada di

lingkungan sekolah yang dipimpinnya.

. Evaluasi Implementasi KTSP

KTSP sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan
pendidikan perlu dilakukan evaluasi secara periodik sekurang — kurangnya satu kali
dalam setahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam rangka pembinaan
kompetensi lulusan peserta didik. Hasil evalusi digunakan untuk upaya perbaikan
yang perlu dilakukan pada tahun berikutnya. Evaluasi implementasi KTSP dapat
dilakukan oleh auditor internal satuan pendidikan bersama Pengawas Pembina
KTSP meliputi

implementasi meliputi Dokumen I, Dokumen Il dan Dokumen III.

satuan pendidikan. Evaluasi kesesuaian dokumen dengan

B. Prosedur Pemenuhan Mutu Standar Isi

Dalam pelaksanaan Mutu Standar Isi satuan pendidikan melakukan kegiatan

dengan mangacu pada Prosedur Oprasional Satandar (POS) dan petunjuk kerja sebagai

berikut :
PROSEDUR MUTU No. Dokumen : PM-02B
No. Revisi
LOGO STANDAR ISI Tgl Berlaku
SEKOLAH |__ __ Halaman :
Disiapkan Oleh : Ditinjau Oleh : Disetujui Oleh :
Koord.PengembStandar | Ketua TPMPS Kepala Sekolah
1. Tujuan

Prosedur Mutu Standar Isi bertujuan untuk melakukan penjaminan mutu
ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik serta dalam rangka
penyusunan dokumen KTSP untuk memenuhi Standar Isi yang ditetapkan oleh
pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
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2. Ruang Lingkup

a.
b.

Ruang lingkup prosedur mutu standar isi meliputi:
Analisis Isi Kurikulum;

Penyusunan Kurikulum Dokumen KTSP.

3. Definisi

a.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP
adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan Pendidikan;

Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang mendasar
generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan
dan dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik,
kualifikasi kompetensi dan yang berjenjang dalam rangka pencapaian Standar
Kompetensi Lulusan;

Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap
tingkat kelas yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan
keterampilan serta ditetapkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan;
Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal
yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-
masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti serta ditetapkan
oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan;

Indikator yang dimaksud adalah Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang
merupakan penanda ketercapaian Kompetensi Dasar;

Materi dengan ruang lingkup materi yang dirumuskan berdasarkan Kriteria
muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan
yang spesifik untuk setiap mata pelajaran berdasarkan Tingkat Kompetensi dan
Kompetensi Inti;

Materi dapat berupa buku teks pelajaran yang disusun berdasarkan Kompetensi
Inti dan Kompetensi Dasar.
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4. Referensi Dokumen Terkait

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

b. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang
pertama dengan Peraturan Pemerintah No0.32 tahun 2013 dan diubah yang
kedua dengan PP No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

c. Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan
menengah;

d. Permendikbud no. 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi
dasar pelajaran pada kurikulum 2013;

e. Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

5. Penanggung Jawab
Untuk prosedur pelaksanaan standar isi:
a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan;
b. Guru kelas bertanggung jawab dalam analisis SKL,KI, KD dan indikator yang
terkait dengan muatan pelajaran yang diampu;
c. Tim Pengembang Kurikulum bertanggung jawab dalam analisis, penyusunan atau

pengembangan, penetapan dan pengesahan kurikulum
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6. Diagram Alur Standar Isi

Pelaksana Kegiatan Format
@ Form FM-02B-1
Tim
pengembang Oraft Dokumen | K1SP . Form FM-02B-2
kurikulum " | Revisl
A
tidak
@ Form FM-02B-3
Ya
Dokumen 1 KTSP
{ Form FM-02B-4
Validasi
v A Form FM-02B-5
Guru Dokumen 2 KTSP/Silabus
Vandb
Form FM-02B-6
\ 4 A
Gury Dokumen 3 KTSP/RPP Form FM-02B-7
v Form FM-02B-8
Pengesahan KTSP Form EM-02B-9
Form FM-02B-10
@ Form FM-02B-11

Diagram 1: Diagram Alur Standar Isi

7. Uraian Prosedur
a. Analisis SKL, Kl , KD dan indikator dilaksanakan oleh semua guru sebelum
tahun ajaran baru dan diserahkan kepada tim pengembang kurikulum;
b. Penyusunan Dokumen | KTSP dilakukan sebelum tahun pelajaran baru
melalui rapat kerja dengan menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai
petunjuk kerja dalam Standar Pengelolaan dengan melibatkan semua warga

sekolah, komite sekolah, narasumber, dan unsur dinas pendidikan;
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Validasi Dokumen | KTSP harus dilakukan. Apabila belum valid, harus
dilakukan revisi dokumen hingga valid. Penetapan kurikulum dilakukan
setelah Dokumen | KTSP tervalidasi oleh Kepala sekolah;

Penetapan Dokumen | KTSP dilakukan melalui rapat sekolah dengan
melibatkan semua warga sekolah, komite sekolah, narasumber, dan unsur
dinas pendidikan. Kegiatan dilakukan sesuai PK-02/01.Apabila dokumen
KTSP tidak disepakati dilakukan review dan revisi dokumen hingga terjadi
kesepakatan bersama;

Pengesahan kurikulum meliputi kegiatan, penetapan oleh Kepala Sekolah,
persetujuan komite sekolah, dan pengesahan Kepala Dinas Pendidikan yang
lebih dulu di verifikasi pengawas.

Bagi sekolah yang dikelolah oleh Yayasan atau Masyarakat pengesahannya
dilakukan oleh Pimpinan Yayasan

8. Catatan Mutu Penyusunan Dokumen | KTSP

a.

o

o o

o e - o

Form analisis konteks (FM-02B/1)

Form sistematika KTSP (FM-02B/2)

Form validasi dokumen KTSP (FM-02B/3)

Form pengesahan dokumen KTSP (FM-02B/4)

Form Silabus (FM-02B/5)

Form RPP (FM-02B/6)

Form Program muatan lokal (FM-02B/7)

Form Program pengembangan diri (FM-02B/8)

Form Contoh peraturan akademik (FM-02B/9)

Form contoh Penyelesaian Perundungan (FM-02B/10)
Form contoh Notulen Rapat Penyusukan KTSP (FM-02B/11)
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PETUNJUK KERJA No. Dokumen : PK-02B

LOGO
SEKOLAH

No. Revisi

PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP Tgl Berlaku

Halaman :

Disiapkan Oleh : Ditinjau Oleh : Disetujui Oleh :

Koord.PengembStandar | Ketua TPMPS Kepala Sekolah

A. Tujuan

Petunjuk kerja bagi Kepala Sekolah dan Tim Pengembang
Kurikulum dalam menyusun dokumen 1 KTSP

B. Penanggung
Jawab

Kepala Sekolah

C. Pelaksana

Kepala Sekolah dan Tim Pengembang Kurikulum

D. Bahan

1.

2.

3.

Permendikbud No. 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan
dasar dan menengah,

Permendikbud No. 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti dan
kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013;
Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.

E. Urutan Kerja

H~ow

5.

Kepala Sekolah membentuk Tim pengembang kurikulum
satuan pendidikan yang terdiri atas: tenaga pendidik, dan
kepala sekolah/madrasah sebagai ketua merangkap anggota.
Tim pengembang kurikulum dapat mengikutsertakan komite
sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait;
Tim Pengembang Kurikulum membuat Surat Keputusan
Kepala Sekolah tentang tim pengembang kurikulum satuan
pendidikan, surat tugas, daftar hadir, dan notulen;

Tim Pengembang Kurikulum melakukan analisis konteks;

Tim Pengembang Kurikulum menyusun Draf Dokumen 1
KTSP mengacu konseptual Pengembangan KTSP paling
sedikit meliputi:

Peningkatan iman, tagwa, dan akhlak mulia;

Toleransi dan kerukunan umat beragama;

Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan;

Peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai
dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik;
Kesetaraan warga Negara memperoleh pendidikan bermutu;
Kebutuhan kompetensi masa depan;

Tuntutan dunia kerja;

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
Keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan;
Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

Dinamika perkembangan global; dan

Karakteristik satuan pendidikan

Tlm Pengembang Kurikulum menuliskan rumusan visi, misi,
dan tujuan satuan pendidikan;

oo o

—xXT o SQ ho
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10.

11.

12.

13.

14.

Tim Pengembang Kurikulum mengorganisasikan muatan
kurikuler satuan pendidikan;

Tim Pengembang Kurikulum mengatur beban belajar peserta
didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas;

Tim Pengembang Kurikulum menyusun kalender pendidikan
satuan pendidikan;

Tim Pengembang kurikulum mereview Dokumen KTSP;
Kepala Sekolah memvalidasi Dokumen KTSP;

Kepala Sekolah menetapkan Dokumen KTSP berdasarkan hasil
rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan
komite sekolah/madrasah;

Komite Sekolah menyepakati dan menandatangani dokumen
KTSP;

Pimpinan Yayasan Mengesahkan Dokumen KTSP bagi sekolah
yang dikelolah yayasan atau masyarakat

Dinas Pendidikan Kab./Kota mengesahkan Dokumen KTSP
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BAB IV
DOKUMEN FORMULIR STANDAR ISl

A. Dokumen Pemenuhan Mutu Standar Isi
1. Analisis Konteks
Satuan Pendidikan wajib mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik
satuan pendidikan dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sebelum
mengembangkan kurikulum, tim pengembang diharapkan menganalisis konteks
antara lain analisis perundang-undangan, analisis kondisi lingkungan, dan analisis

kondisi sekolah

2. Dokumen KTSP

Salah satu komponen yang paling penting dalam suatu sistem pendidikan
adalah adanya sebuah kurikulum. Karena melalui kurikulumlah peserta didik
diantar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, segenap potensinya
dikembangkan seoptimal mungkin melalui proses pembelajaran. Setiap satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun
kurikulum dengan mengacu kepada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan,
serta berpedoman pada panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pengembangan kurikulum harus pula mengacu pada 8 SNP yaitu Standar
Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Pengelolaan,
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,
Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian
dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.
(BSNP, 2006)

KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah
dan komite sekolah. Dokumen KTSP terdiri atas Dokumen I, Dokumen Il dan
Dokumen 111. Dokumen | KTSP merupakan tanggungjawab kepala sekolah dalam
penyusunannya, dokumen Il merupakan tanggungjawab pemerintah, sedangkan
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dokumen Il merupakan tanggungjawab masing-masing pendidik di setiap satuan
pendidikan. Dokumen | meliputi komponen KTSP yaitu visi, misi, tujuan, muatan,
pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang
pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan,
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi kurikulum.
KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite
sekolah/madrasah, dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau
kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

Dokumen Il meliputi silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal,
untuk semua tingkat kelas. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka
pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan
berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan
dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran
tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana
pelaksanaan pembelajaran. Silabus memuat identitas satuan pendidikan,
kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Dokumen 1l berisikan RPP dari seluruh mata pelajaran, pengembangan
silabus pendidikan kepramukaan, silabus pendidikan penguatan karakter, dan
program kerja kesiswaan. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban
menyusun RPP sebagai langkah awal dari proses pembelajaran. Hal ini
dimaksudkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan efisien dalam rangka mengembangkan
ketrampilan berpikir tingkat tinggi. RPP disusun berdasarkan serangkaian KD yang
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Penyusunan RPP ini dilakukan
pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, namun perlu diperbaharui
sebelum pembelajaran dilaksanakan.

Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara
berkelompok melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) di sekolah/madrasah.Sebaiknya hal ini dikoordinasi,
difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah atau guru senior yang
ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah.Pengembangan RPP yang dilakukan oleh
guru secara berkelompok melalui KKG dan MGMP antarsekolah atau antarwilayah
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dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas sekolah. RPP memuat 13
komponen, sesuai Program Merdeka Belajar, 3 komponen inti yang dikembangkan
yaitu tujuan pembelajaran, langkah langkah pembelajaran dan penilaian/ asessment
pembelajaran. Pengembangan RPP mengacu prinsip efektif, efesien, dan berpusat
pada peserta didik. Bentuk format dan jumlah halaman RPP diberikan kewenangan

sepenuhnya kepada guru untuk mengembangkannya.

. Program Muatan Lokal

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang
dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di
daerah tempat tinggalnya. setiap daerah dan satuan pendidikan berkewajiban
mengembangkan dan melaksanakan muatan lokal melalui pembekalan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik tentang potensi daerahnya
untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik
untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh
wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sedangkan muatan lokal
yang berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota.

Sebelum menetapkan muatan lokal, satuan pendidikan perlu melakukan
serangkaian kegiatan agar muatan lokal yang dikembangkan benar-benar realistis
dan implementatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik terhadap pengembangan
potensi di daerah tempat tinggalnya. Langkah awal penentuan muatan lokal,
meliputi (1) identifikasi dan analisis muatan lokal, (2) menentukan jenis muatan

lokal dan (3) menentukan bahan kajian muatan lokal.

. Program Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan
kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri
sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik. Kegiatan
pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga
profesional lain. Pengembangan diri juga diarahkan untuk pengembangan karakter

peserta didik yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan
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masyarakat di lingkungan sekitarnya dan persoalan kebangsaan. Satuan pendidikan
bisa menyediakan beberapa wadah pengembangan diri seperti kegiatan
ekstrakurikuler,  bimbingan  konseling,  program  program  Kkurikulum

tersembunyi (hidden curriculum) yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan.

. Peraturan akademik
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, ketentuan peraturan
akademik berisi:
- persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan tugas dari
guru;
- ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas,dan kelulusan;

- ketentuan mengenai hak siswa untuk menggunakan fasilitas belajar, laboratorium,

perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan , buku perpustakaan;

- ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan

konselor
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B. Formulir Pemenuhan Mutu Standar Isi

1. Analisis Konteks

No FM—02B/1

Revisi

Tanggal

Hal

ANALISIS KONTEKS

a. Analisis Perundangan

Aspek Ya Tidak Kesimpulan

Permendikbud No. 61 Tahun 2014

Permendikbud No. 57 Tahun 2014 (SD)

Permendikbud No. 35 Tahun 2018 (SMP)

Permendikbud No. 36 Tahun 2018 (SMA)

Permensikbud No. 34 Tahun 2018 (SMK)

Permendikbud No. 37 Tahun 2018

Permendikbud No. 62 Tahun 2014

Permendikbud No. 63 Tahun 2014

Permendikbud No. 79 Tahun 2014

b. Analisis Lingkungan

Aspek Peluang Tantangan Kesimpulan

Komite sekolah

Masyarakat

Dinas pendidikan

Sumber Daya Alam

Sosial Budaya

c. Analisis Kondisi Sekolah

Aspek Kekuatan Kelemahan Kesimpulan

Kompetensi Lulusan

Isi Kurikulum

Proses

Penilaian

Pendidik dan Tendik

Sarana dan Prasarana

Pengelolaan

Pembiayaan
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2. Dokumen KTSP Buku 1

No FM-02B/2

Revisi

Tanggal

Hal

Sampul
- Memuat logo satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah, dengan judul
Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK ....., alamat satuan pendidikan, dan tahun
penyusunan
Lembar Pengesahan
- Dengan judul kata Penetapan, diktum penetapan misalnya berdasarkan
pertimbangan komite sekolah, dengan ini Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK
.....ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran .....
- Kota tempat penetapan, tanggal penetapan
- Penjabat yang menandatangani yaitu kepala sekolah, meyetujui komite sekolah, dan
mengetahui dinas pendidikan sesuai kewenangannya
Kata Pengantar
- Dengan judul Kata Pengantar, hanya terdiri satu halaman
- Berisi uraian pentingnya KTSP di satuan pendidikan, uraian singkat tentang regulasi
KTSP, ucapan terima kasih terhadap pihak yang terlibat dalam penyusunan
kurikulum
- Kota tempat kurikulum disusun, bulan, dan tahun
Daftar Isi
- Dengan judul Daftar Isi
- Tulisan cover, lembar penetapan, kata pengantar, daftar isi, glosarium disertali
halaman menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst);
- Tulisan bab, subbab yang dilengkapi dengan nomor halaman yang menggunakan
angka Arab;
- Tulisan lampiran-lampiran disertai nomor halaman lampiran menggunakan angka
Arab.
BAB | Pendahuluan
A. Latar belakang
Latar belakang penyusunan kurikulum menguraikan mengenai alasan yang melatar
belakangi penyusunan kurikulum, tuntutan era global, kebijakan pusat, kebijakan
daerah dalam bidang pendidikan serta kebutuhan sekolah untuk beradaptasi
terhadap perkembangan IPTEK.
B. Landasan Yuridis
Memuat UU Sisdiknas, PP SNP, Permendikbud tentang standar kompetensi
lulusann standar isi, standar proses, daan standar penilaian
C. Prinsip pengembangan Kurikulum
Mengacu pada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal
dan global
D. Tujuan pengembangan Kurikulum
Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, Peningkatan potensi, kecerdasan,
dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik,
menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan
daerah, membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, dst.

BAB Il Tujuan Satuan Pendidikan
A. Tujuan Pendidikan Dasar/Menengah
Sesuai tujuan pendidikan dasar atau menengah
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B. Visi Sekolah
Sesuai misi satuan pendidikan
C. Misi Sekolah
Sesuai misi satuan pendidikan
D. Tujuan Sekolah
Sesuai tujuan satuan pendidikan
BAB Il Struktur dan Muatan Kurikulum
A. Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum yang berlaku disekolah sesuai dengan regulasi yang terbaru
tentang struktur kurikulum satuan pendidikan
B. Muatan Kurikulum
1. Mata Pelajaran
Menyebutkan mata pelajaran sesuai struktur kurikulum
2. Muatan Lokal
Menyebutkan muatan lokal yang dilaksanakan di satuan pendidikan,
terintegrasi atau dalam bentuk mata pelajaran
3. Pengembangan diri
Pengembangan diri yang dilaksanakan di satuan pendidiakn
C. Pelaksanaan pembelajaran dan Penilaian
1. Pendidikan kecakapan hidup
Pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan
2. Pendidikan berwawasan lokal dan global
Pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan untuk menguatkan
pendidikan wawasan lokal dan pendidikan tuntutan global
3. Ketuntasan belajar
Mengatur tentang ketuntasan belajar, remedial dan pengayaan
4. Kenaikan Kelas
Mengatur tentang syarat kenaikan kelas
5. Kelulusan
Mengatur tentang syarat kelulusan dari satuan pendidikan
BAB IV Beban Belajar
Beban belajar siswa per jam, hari, semester, dan tahun
BAB V Kalender Pendidikan
Kalender pendidikan memuat alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu
pembelajaran efektif, waktu libur dan kegiatan lainnya serta kalender akademik
sekolah.
BAB VI Penutup
Memuat kesimpulan dan saran
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3. Kartu Telaah KTSP Buku 1

No FM-02B/3
Revisi
Tanggal
Hal
No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis | Saran
o Isi dokumen diketik dengan huruf Time New
Roman/Arial, Ukuran huruf 12/11 atau ditulis
tangan dan mudah dibaca. Ukuran huruf pada
Dokumen

caver, tabel, dan grafik menyesuaikan
e Ukuran kertas A4. Ukuran margin menyesuaikan /
(kiri=4 cm, atas=3 cm, bawah=3 cm, kanan=3 cm)

Bagian Depan

e Terdapat logo sekolah/daerah/yayasan (satu logo)

1 | Cover/halaman e Terdapat judul yang tepat (Kurikulum Sekolah
judul | L )
e Judul huruf kapital
e Menulis alamat sekolah dengan lengkap
2 | Lembar e Terdapat rumusan kalimat pengesahan yang baik
Pemberlakuan dan benar
o Terdapat tanda tangan kepala sekolah sebagai
pihak yang mensahkan beserta cap sekolah
e Terdapat tanda tangan ketua komite sekolah
sebagai pihak yang menyetujui
e Terdapat tanda tangan kepala dinas prov. untuk
SMA/MA dan SMK/MAK, kab/ kota untuk
SD/MI dan SMP/MT sebagai pihak yang
mengetahui
3 | Kata Pengantar o Terdapat puji syukur, ucapan terima kasih, dan
harapan
o Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
o Ketua tim penyusun (kepala sekolah)
4 | Daftar isi o Mempunyai daftar isi sesuai dengan kerangka
KTSP
o Penulisan daftar isi sesuai dengan aturan penulisan
yang benar (Judul, Bab, Subbab, dst.) ...
sistematis (numerik atau gabungan)
Bab |
Pendahuluan o Berisi dasar pemikiran penyusunan KTSP
5 | A. Latar Belakang | * Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
6 | B. Landasan e UUSPN, SNP, Permendikbud 20/2016, 21/2016,
23/2016, 4/2018, 37/2018, 19/2007
o Kebijakan pemda
e Renstra satuan pendidikan/yayasan
7 | C. Tujuan e Menguraikan tujuan pengembangan KTSP
Pengemb. o Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
KTSP
8 | D. Prinsip o Minimal berisi prinsip yang terdapat dalam
Pengemb. Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP
KTSP o Terdapat uraian dari setiap prinsip tersebut
e Prinsip dan uraiannya menggunakan bahasa yang
baik dan benar
Bab Il Tujuan
9 | A. Tujuan Pend UUSPN & PP. No. 19 Th 2005
Dasar/ Men. e Sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan dasar/
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No

Aspek Telaah

Deskripsi *)

Analisis

Saran

menengah yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan

10

B. Visi Sekolah

Standar Pengelolaan

o Cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan pd masa
datang

o Memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan
pada warga sek/mad dan segenap pihak yang
berkepentingan

e Selaras dengan visi institusi di atasnya dan visi
pendidikan nasional

o Diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang
dipimpin oleh KS dengan memperhatikan
masukan komite sek/mad.

o Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan
segenap pihak yang berkepentingan

Penjelasan

o Visi sekolah bukan sekedar jargon/motto tetapi
harus bisa dicapai dan terealisasi dalam
perencanaan (Silabus dan RPP serta program
secara keseluruhan) dan proses pembelajaran
serta penilaian.

e Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar

11

C. Misi Sekolah

Standar Pengelolaan

o Memberikan arah dalam mewujudkan visi
sek/mad sesuai dg tujuan pdd nas

e Mrpk tujuan yang akan dicapai dlm kurun waktu
ttt.

¢ Menjadi dasar program pokok sek/mad

e Menekankan pd kualitas layanan peserta didik dan
mutu lulusan yang diharapkan

e Memuat pernyatan umum dan khusus yang
berkaitan dg program sek/mad

o Memberikan keluwesan dan ruang gerak
pengembangan kegiatan satuan-satuan unit
sek/mad yang terlibat

o Dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap
pihak yg berkepentingan termasuk komite
sek/mad dan diputuskan oleh rapat dewan
pendidikan yang dipimpin oleh KS

o Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan
segenap pihak yang berkepentingan

¢ Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar

12

D. Tujuan sekolah

Standar Pengelolaan

e Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu
dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan)

e Mengacu pada visi, misi, dan tujuan pdd nas serta
relevan dg kebutuhan masyarakat.

e Mengacu pada SKL yg sudah ditetapkan oleh
sek/mad dan Pemerintah

o Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yg
berkepentingan termasuk komite sek/mad dan
diputuskan oleh rapat dewan pendidikan yeng
dipimpin oleh KS

o Disosialisasikan kepada warga sek/mad dan
segenap pihak yang berkepentingan

o Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
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No

Aspek Telaah

Deskripsi *)

Analisis

Saran

13

Bab Ill. Struktur

dan Muatan

Kurikulum

A. Struktur
Kurikulum

Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP dr

BSNP

e Terdapat struktur kurikulum yang disusun
berdasarkan kebutuhan sekolah yg sesuai dg visi,
misi dan tujuan sekolah serta mengacu pada
Standar Isi

e Terdapat alokasi waktu utk setiap mata pelajaran,
muatan lokal dan pengembangan diri

o Tambahan alokasi waktu keseluruhan tidak
melebihi 4 jam pelajaran

e Tambahan maksimum 4 jam pembelajaran per
minggu digunakan untuk apa dan alasannya.

e Ada mata pelajaran yang ditambah alokasi
waktunya (dari mana tambahan tsh dan alasan)

e Tidak ada mata pelajaran/alokasi waktu yang
dikurangi

o Ada penjabaran jumlah jam pel. pada pemb.
tematik (bisa dijelaskan dibawah struktur kur. atau
langsung tertuang pd struktur kurikulum)

14

B. Muatan
kurikulum

Nama setiap mata pelajaran

Ruang lingkup materi yang akan diajarkan
SKL mata pelajaran yang akan dicapai

Jika ada penambahan jam pel. disesuaikan dg
kebutuhan sekolah

15

C. Muatan Lokal

e Terdapat beberapa mata pelajaran muatan lokal
yang diajarkan dan alasan pemilihannya

e Muatan lokal sesuai dg karakteristik dan potensi
daerah/sekolah

e Ada SKL dan Standar Isi (SK dan KD) mulok

e Ada mulok wajib dan pilihan (apabila mulok
banyak)

16.

D. Pengem-
bangan diri

e Pengembangan diri yang dipilih berupa kegiatan
ekstrakurikuler, pelayanan konseling, dan/atau
pembiasaan serta alasan pemilihan

o Terdapat kegiatan ekstrakurikuler wajib dan
pilihan (bila banyak)

e Terdapat program pengembangan diri.

¢ Pengembangan diri yang dipilih sesuai dengan
karakteristik, potensi, minat dan bakat serta
kondisi sekolah

¢ Untuk SMK pengembangan diri terutama
ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan
bimbingan karier.

17.

E. Beban belajar

Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP dari

BSNP

o Beban belajar kegiatan tatap muka per jam
pembelajaran pd masing-masing satuan pdd:
SD/MI/SDLB = 35 menit, SMP/MTs/SMPLB= 40
menit, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK= 45 menit

e Jumlah jam pembelajaran per minggu 26 — 28 jp
untuk klas I s.d. 111 SD/MI/SDLB*) dan 32 jp
untuk kelas IV - VI

o Jumlah jam pembelajaran per minggu 32 jp untuk
SMP/MTs/SMPLB¥*)

e Jumlah jam pembelajaran per minggu 38 — 39 jp
utk SMA/MA/SMALB/SMK/MAK

e Minggu efektif per tahun ajaran 34 — 38 minggu
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No

Aspek Telaah

Deskripsi *)

Analisis

Saran

e Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur bagi peserta didik pada SD/MI/SDLB
maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap
muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

e Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur bagi peserta didik pada SMP/MTs/
SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu
kegiatan tatap muka dari mata pelajaran ysb.

e Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak
terstruktur bagi peserta didik pada
SMA/MA/SMALB /SMK/MAK maksimum 60%
dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata
pelajaran yang bersangkutan.

18.

F. Ketuntasan
belajar

e Tercantum tabel ketuntasan belajar untuk setiap
mata pelajaran untuk setiap tingkatan kelas

o Ketuntasan belajar yang dirumuskan diperkirakan
sudah mempertimbangkan kemampuan rata-rata
peserta didik, kompleksitas, dan dukungan SDM
yang tersedia

19.

G. Kenaikan kelas
dan kelulusan

o Merumuskan kriteria kenaikan kelas sesuai dengan
kriteria yang diatur direktorat pembinaan terkait

o Merumuskan kriteria kelulusan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

e Terdapat strategi penanganan siswa yang tidak
naik kelas atau tidak lulus

20.

H. Penjurusan

e Penjurusan dilakukan di kelas X1 dan XI1 di
SMA/MA kriteria penjurusan mengacu pada
aturan dari direktorat teknis terkait.

e Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada
spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh
direktorat pembinaan SMK.

21.

I. Pendidikan
Kecakapan
hidup

e Strategi untuk mencapai pendidikan kecakapan
hidup

o Terdapat kompetensi-kompetensi yang berisi
pendidikan kecakapan hidup yang dapat
diintegrasikan ke mata pelajaran yang ada

22.

J. Pend. berbasis
keunggulan
lokal dan global

e Strategi untuk mencapai pendidikan berbasis lokal
dan global

o Terdapat kompetensi-kompetensi yang merupakan
keunggulan lokal dan daya saing global (yang
materinya tidak bisa masuk ke mata pelajaran
yang ada)

23

Bab. IV
Kalender
Pendidikan

Standar Isi dan Panduan Penyusunan KTSP

o Terdapat kalender pend. yang disusun berdasarkan
kalender pendidikan. yang dikeluarkan oleh dinas
pend. dan memperhatikan kalender pendidikan.
yang ada di Standar Isi

o Kalender pendidikan tersebut disusun berdasarkan
kebutuhan dan karakteristik sekolah, serta peserta
didik dan masyarakat.

e Minggu efektif belajar per tahun ajaran minimum
34 dan maksimum 38 minggu

o Jeda tengah semester maksimum 2 minggu (satu
minggu setiap semester)

¢ Jeda antar semester maksimum 2 minggu (antara
semester | dan II)

o Libur akhir tahun pelajaran maksimum 3 minggu
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No Aspek Telaah Deskripsi *) Analisis | Saran
e Hari libur keagamaan 2 — 4 minggu
o Hari libur umum/nasional maksimum 2 minggu
o Hari libur khusus maksimum 1 minggu
o Kegiatan khusus sekolah/ madrasah maksimum 3
minggu
e Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap
tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun
berikutnya
24 | Bab V Penutup e Harapan implementasi dan evaluasi kurikulum
o Dirumuskan dengan bahasa yang baik dan benar
25 | Lampiran e SK Tim penyusun KTSP terdiri atas kepala

sekolah sebagai ketua, seorang guru sebagai
sekretaris, semua guru sebagai anggora termasuk
komite sekolah.

Catatan: *) deskripsi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan

dengan KTSP
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(Sekolah yang dikelolah oleh Pemerintah)

4. Pengesahan Dokumen KTSP

No FM-02B/4

Revisi

Tanggal

Hal

LEMBAR PENGESAHAN

Berdasarkan pertimbangan komite sekolah, dengan ini Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK .....

ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran .....

Ditetapkan di
Tanggal

Komite Sekolah, Kepala Sekolah,

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan .....
Prov/Kota/Kabupaten ....
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(Sekolah yg dikelolah Yayasan/Masyarakat)

LEMBAR PENGESAHAN

Berdasarkan pertimbangan komite sekolah, dengan ini Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK .....

ditetapkan untuk diberlakukan mulai tahun pelajaran .....

Ditetapkan di
Tanggal

Komite Sekolah, Kepala Sekolah,

Mengetahui
Kepala Yayasan .....
Prov/Kota/Kabupaten ....

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan .....
Prov/Kota/Kabupaten ....
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. Contoh Format Dokumen KTSP Buku 2/Silabus

No FM-02B-1-5
Revisi
Tanggal
Hal
Sekolah
Mata Pelajaran ~ © .............
Kelas/ Semester 1 .............
Kompetensi Inti ~ :..............
Kompetensi Materi Kegiatan o Alokasi Sumber
No Dasar Pokok Pembelajaran Penilaian Waktu belajar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
dst
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6. Contoh Format Dokumen KTSP Buku 3/ RPP

No FM-02B/6

Revisi

Tanggal

Hal

Contoh Format 1.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah e
Mata Pelajaran S
Kelas/ Semester e
Materi Pokok e
Alokasi Waktu e

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
B. Tujuan Pembelajaran
C. Materi Pembelajaran
D. Metode Pembelajaran
E. Media dan Bahan
F. Sumber Belajar
G. Langkah-langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Pendahuluan

menyiapkan kondisi peserta didik secara psikis dan fisik ( mengecek kelas dan
kehadiran, berdoa, menyanyi lagu nasional)

mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan yang akan disampaikan
memberikan motivasi dengan beberapa pertanyaan, dan siswa membuat
pertanyaan

menjelaskan KD atau tujuan pelajaran yang akan disampaikan

menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilakukan

2. Kegiatan Inti

Tahap Rincian kegiatan siswa Waktu

3. Kegiatan Penutup

membimbing siswa untuk menyimpulkan

melakukan refleksi dan menyampaikan manfaat pembelajaran
mengecek kemampuan dan tugas rumah

menyampaikan persiapan pembelajaran berikutnya

H. Penilaian/Assessment
1. Teknikdan bentuk penilaian
2. Instrumen penilaian
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Contoh Format 2.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah e
Mata Pelajaran U
Kelas/ Semester e
Materi Pokok N
Alokasi Waktu I

Kompetensi Dasar: Indikator pencapain kompetensi:
Materi pembelajaran: Metode pembelajaran:
Media/bahan pembelajaran: Sumber pembelajaran:

Tujuan Pembelajaran:

Kegiatan Pembelajaran
1. Pendahuluan

menyiapkan kondisi peserta didik secara psikhis dan fisik ( mengecek kelas dan
kehadiran, berdoa, menyanyi lagu nasional)

mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan yang akan disampaikan
memberikan motivasi dengan beberapa pertanyaan, dan siswa membuat
pertanyaan

menjelaskan KD atau tujuan pelajaran yang akan disampaikan

menyampaikan langkah pembelajaran yang akan dilakukan

2. Kegiatan inti

Langkah 1 ...
Langkah 2 ...
Langkah 3 ...
Langkah 4 ...
Langkah 5 ...
dst

3. Penutup

membimbing siswa untuk menyimpulkan

melakukan refleksi dan menyampaikan manfaat pembelajaran
mengecek kemampuan dan tugas rumah

menyampaikan persiapan pembelajaran berikutnya

Penilaian pembelajaran/Assessmen

5.

6.

7.

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan
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7. Contoh Format Program Muatan Lokal

Cover

COow>

Latar belakang
Tujuan

Ruang lingkup
Kompetensi Inti

No FM-02B/7

Revisi

Tanggal

Hal

Pengetahuan Keterampilan
3. 4.
Kompetensi Dasar

Kelas ....

Pengetahuan Keterampilan
3.1. 4.1

3.2. dst 4.2. dst
Kelas ....

Pengetahuan Keterampilan
3.1 4.1

3.2. dst 4.2. dst
Kelas ....

Pengetahuan Keterampilan
3.1 4.1

3.2. dst 4.2, dst

Arah Pengembangan
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8. Contoh Program Pengembangan Diri

Nama Sekolah

No

FM-02B/8

Revisi

Tanggal

Hal

Tahun Ll
. Materi bidang pengembangan
No Kegiatan Kelas Individual Kelompok Klasikal
A | Keteladanan
- Literasi dasar Semua | Membaca Diskusi topik | Lomba
warga | buku harian mading
bulanan
- Ibadah bersama Semua | Berdoa/ Diskusi isi Ibadah
warga | membaca kitab bersama
kitab setiap hari
jumat
- 3S/5S (senyum, salam, | Semua | Setiap saat Salam awal Salam awal
sapa, sopan, santun) warga | bertemu dan akhir dan akhir
sesama presentasi pelajaran
- Lihat sampah angkat Semua | Adasampah | Adasampah | Adasampah
warga | buang di buang di buang di
tempatnya tempatnya tempatnya
- Peduli sesama Semua
(berkunjung ke panti warga
jompo, keluarga yang
sakit/kena bencana)
B. | Bimbingan Konseling
- Cara belajar efektif
- Bakat dan minat
- Potensi diri
- Peluang berkarya
- Lapangan kerja
C Ekstrakurikuler
- Pendidikan
kepramukaan
- Seni budaya
- Olah raga prestasi
- Pecinta alam
- KIR/Sains club
- Siap OSN
- PMR
- Drumband
- Dsb
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9. Contoh Peraturan akademik

No FM-02B/9
Revisi
Tanggal
Hal

Contoh sistematika peraturan akademik:

KOP SEKOLAH

KEPUTUSAN
KEPALA SD/SMP/SMA/SMK .....
Nomor ...l
TENTANG

PERATURAN AKADEMIK SD/SMP/SMA/SMK .................

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan:

Menetapkan
Pertama
Kedua

Ketiga

Keempat

TAHUN PELAJARAN..................

1. Bahwa dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar yang
kondusif diperlukan peraturan akdemik bagi peserta didik.

2. Bahwa peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur
persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, kenaikan kelas, kelulusan, dan
hak-hak peserta didik

3. Bahwa peraturan akademik diberlakukan bagi semua peserta didik agar
dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Undang-undang R1 No. 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No 32 tahun 2013 dan
PP Nomor 13 tahun 2015

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetenso Lulusan Pendidikan
Dasar dan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

1. Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK ............

2. Visi, Misi, dan Tujuan SD/SMP/SMA/SMK ............

Memutuskan

Peraturan Akademik SD/SMP/SMA/SMK ............ Tahun Pelajaran ........
Peraturan Akademik SD/SMP/SMA/SMK ............ adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Peraturan Akademik SD/SMP/SMA/SMK ............ sebagaimana yang

dimaksud dalam diktum pertama diberlakukannya bagi semua peserta didik
SD/SMP/SMA/SMK ............
Segala Sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di
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kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
Kelima . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: ..................

Pada Tanggal: ...................
Kepala Sekolah

NIP
Lampiran SK Kepala SD/SMP/SMA/SMK ............
Nomor :
Tanggal
BAB |
Ketentuan Umum
Pasal 1

1. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran,
ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, kelulusan, dan hak-hak peserta didik

2. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik
menggunakan fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar.

3. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada
guru mata pelajaran, wali kelas, bimbingan konseling (BK).

4. Peserta didik SD/SMP/SMA/SMK ............ adalah anggota masyarakat yang sedang
mengikuti proses pendidikan di SD/SMP/SMA/SMK .............

5. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau
lebih.

6. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan pendidikan untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 — 10 minggu efektif
kegiatan pembelajaran.

7. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal.

8. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir
semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester
genap.

BAB Il
Ketentuan Kehadiran
Pasal 2
1. Kehadiran peserta didik dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal
90% dari total jJumlah tatap muka dan tugas dari guru.
2. Setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas atau di luar
kelas maupun teori atau praktik.
3. Ketidak hadiran karena sakit (surat orang tua atau surat dokter) tidak diperhitungkan
dalam penentuan ketentuan point satu.

BAB Il
Ketentuan Penilaian
Pasal 3
Ulangan Harian
1. Ulangan harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus
yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
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Ulangan harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan
satu KD atau lebih.

Ulangan harian berupa test berbentuk soal uraian dan atau test lisan atau
menyesuaikan kompetensi yang akan diukur.

Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan
ulangan harian berikutnya.

Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial.

Peserta didik harus dan hanya mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai
KKM

Remidial maksimal dilakukan paling banyak 2 kali

Pasal 4
Ulangan Tengah Semester
Ulangan tengah semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan
silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan
pembelajaran.
Ulangan tengah semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk
seluruh mata pelajaran setelah 8 — 10 minggu efektif kegiatan pembelajaran.
Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan
seluruh kompetensi dasar (KD) pada periode tersebut.
Ulangan tengah semester berupa tes tertulis berbentuk soal uraian.
Hasil ulangan tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-
lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan
Pasal 5
Ulangan Akhir Semester
Ulangan akhir semester disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus
yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran.
Ulangan akhir semester dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh
mata pelajaran di akhir semester.
Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan
seluruh
kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
Hasil ulangan akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya
satu
minggu setelah pelaksanaan.

Pasal 6
Ulangan Kenaikan Kelas

Ulangan kenaikan kelas disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus
yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana
pelaksanaan pembelajaran.
Ulangan kenaikan kelas dilaksanakan oleh sekolah secara bersama-sama untuk seluruh
mata pelajaran di akhir semester genap.
Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan
seluruh kompetensi dasar (KD) pada semester tersebut.
Hasil ulangan kenaikan kelas diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya
satu minggu setelakah pelaksanaan

Pasal 7

Penilaian Praktik, Produk, dan Proyek

Penilaian praktik, produk, proyek hanya dilakukan pada indikator dari KD keterampilan
Pelaksanaan penilaian praktik disesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar yang
disusun dalam pembelajaran RPP.
Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
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Pasal 8
Penilaian Akhlak dan Kepribadian

Penilaian akhlak dan Kepribadian dilakukan pada semua mata pelajaran dan Bimbingan
Konseling
Penilaian akhlak dan Kepribadian dilakukan pada indikator dari KD sikap spiritual dan
KD sikap sosial
Pelaksanaan akhlak dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar yang disusun dalam
penjabaran RPP.
Instrumen dan prosedur penilaian disusun dan dikembangkan berdasarkan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 9

Ujian Sekolah

Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada
mata
pelajaran tetentu.
Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktik dan penilaian sikap pada kelompok
mata
pelajaran tertentu.
Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tulis maupun praktik mengikuti ketentuan yang
berlaku

Pasal 10

Ujian Nasional

Ujian nasional adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pemerintah pada beberapa mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran pengetahuan dan teknologi.
Prosedur dan pelaksanaan ujian nasional tulis maupun praktik mengikuti ketentuan
yang berlaku

BAB IV
Ketentuan Kenaikkan Dan Kelulusan
Pasal 11
Katentuan Kenaikan Kelas
Peserta didik dinyatakan naik kelas, bila :
a. Memiliki kehadiran minimal 90%.
b. Menyelesaiakan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas yang
diikuti.
c. Memiliki nilai di bawah KKM tidak lebih dari 3 mata pelajaran (berdasarkan rata-
rata nilai semester gasal dan genap).
d. Memiliki nilai minimal baik untuk aspek kepribadian, kelakuan dan kerajinan pada
dua semester di kelas yang diikuti
Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas, bila :
a. Memiliki kehadiran di bawah 90%
b. Tidak menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan 2 di kelas
yang diikuti
c. Memiliki nilai di bawah KKM (rata-rata smt 1 dan 2) lebih dari 3 (tiga) mata
pelajaran
d. Aspek kepribadian, kelakuan dan kerajinan pada dua semester di kelas yang diikuti
tidak bernilai baik
Pasal 12
Ketentuan Kelulusan

Kriteria kelulusan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan pasal 72 ayat (1). Peserta didik dinyatakan lulus apabila
memenuhi Kriteria berikut :

8. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
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Memperoleh nilai minimal baik (sesuai KKM ) pada penilaian akhir untuk seluruh mata
pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajran estetika, dan kelompok
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan

Lulus Ujian Sekolah sebagaimana diatur dalam POS Ujian Sekolah (POS US)

BAB V
Hak Siswa Menggunakan Fasilitas
Pasal 13
Laboratorium IPA (Biologi, Kimia, Fisika)

Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium sesuai jadwal
pelajarannya.
Peserta didik melakukan praktikum di laboratorium di bawah pengawasan guru mata
pelajaran
Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku
Setiap peserta menyusun laporan setelah melakukan praktikum

Pasal 14

Laboratorium Komputer
Setiap peserta didik berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer
pada saat jam pelajaran TIK atau mata pelajaran yang memerlukan perangkat
komputer
Peserta didik melakukan praktik di laboratorium di bawah pengawasan guru mata
pelajaran.
Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 15
Laboratorium Bahasa
Setiap peserta didik berhak melakukan praktik di laboratorium bahasa pada saat jam
pelajaran bahasa.
Peserta didik melakukan praktik di laboratorium di bawah pengawasan guru mata
pelajaran.
Dalam melakukan praktikum peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku.

Pasal 16

Ruang Multimedia
Setiap peserta didik berhak melakukan pembelajaran di ruang multimedia pada saat jam
pelajaran yang menggunakan multimedia.
Peserta didik melakukan pembelajaran di ruang multimedia di bawah pengawasan guru
mata pelajaran.
Saat pembelajaran di ruang multimedia peserta didik harus mengikuti tata tertib yang
berlaku

Pasal 17
Perpustakaan
Setiap peserta didik secara otomatis menjadi anggota perpustakaan
Setiap peserta didik berhak meminjam buku perpustakaan
Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan di perpustakaan dengan bimbingan guru
mata pelajaran/piket.
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BAB VI
Hak Peserta Didik Mendapat Layanan Pembelajaran Dan Konseling
Pasal 18
Konsultasi dengan Guru Mata Pelajaran

Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan
secara bersama antara peserta didik dan guru.
Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran
dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakn tugas atau lainnya

Pasal 19
Konsultasi dengan Wali Kelas

Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas.
Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara
bersama antara peserta didik dan wali kelas.
Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah peserta didik di
kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 20

Konsultasi dengan Guru Bimbingan Konseling

Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor/guru BK.
Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan setiap saat selama konselor masih
dapat melayani.
Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah peserta didik di
kelas, di sekolah, maupun pergaulan siswa yang bersangkutan
Setiap peserta didik berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dan konselor

BAB VII
Hak Peserta Didik Berprestasi
Pasal 21
Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak
mendapat penghargaan.
Penghargaan peserta didik beprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku

BAB VIl
Penutup
Pasal 22
Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
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11. Contoh Format Penyelesaiaan Perundungan

No FM-02B/10
Revisi
Tanggal
Hal
Nama Bimbingan Uraian | Ket
No | Hrigl | 7/ i : Solusi
Siswa Pribadi | Sosial | Akademik | permasalahan
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12.  Contoh Format Notulen Rapat Penyusunan KTSP

FM-02B/11

No
Revisi
Tanggal
Hal
NAMA SEKOLAH
Hari/Tanggal PRSI
Waktu
Hal

Tempat

Susunan Acara

Pembukaan

Sambutan

Pembahasan Masalah : Penyusunan Kurikulum .........

Penutup : moderator

Pokok Pembahasan : Teknis pelaksanaan Penyusunan Kurikulum ......

Isi Rapat

Pembahasan Visi, Misi dan Tujua Sekolah
Pembahasan Struktur kurikulum

Pembahasan Kalender Pendidikan Sekolah

=W Mo

Pembahasan Dokumen 2 dan 3

Penutup
Rapat ditutup oleh moderator

Notulis
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BAB V
PENUTUP

Prosedur Mutu Standar Isi ditujukan untuk menyiapkan muatan isi kurikulum
yang akan disampaikan ke peserta didik sesuai dengan tuntutan standar kompetensi
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ditetapkan oleh
pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016
tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 Dikdasmen. Setiap
sekolah diharapkan memiliki strategi dalam rangka pemenuhan standar isi setiap
jenjang satuan pendidikan.

Dokumen Prosedur Standar dan Dokumen Formulir Standar Isi merupakan
salah satu upaya pemenuhan mutu yang akan dilaksanakan dan apa yang telah
dilaksanakan. Semua kegiaatan tersebut mengacu pada prosedur pemenuhan mutu dan

berbasis dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan oleh sekolah.
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SALINAN

Lampiran 1

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUELIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

KURIKULUM TINGEAT SATUAN PENDIDIKAN

PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77M ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah teralkhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il sebagaimana
telah beberapa kali dmbah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 41 /P Tahun 2014;
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 354
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KURIKULUM TINGEKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP
adalah kurikulum operasional yvang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI]j,
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyvah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan /Madrasah Alivah Kejuruan (SMK/MAK).

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2
KTSP dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan
pendidikan.

Pengembangan KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
SNP dan Kurikulum 2013.

Pasal 3
Pengembangan KTSP paling sedikit memperhatikan:

a. acuan konseptual;

b. prinsip pengembangan; dan

c. prosedur operasional.

Acuan konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi:

a. peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia;

b. toleransi dan kerukunan umat beragama;

c. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan;

d.

peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik;
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

-3-

kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu;
kebutuhan kompetensi masa depan;

tuntutan dunia kerja;

R oo

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan;

.

j. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

k. dinamika perkembangan global; dan

1.  karakteristik satuan pendidikan.

Prinsip pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit meliputi:

a. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan
datang;

b. belajar sepanjang hayat; dan

c. menyeluruh dan berkesinambungan.

Prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling
sedikit meliputi:

a. analisis;

b. penyusunan;

c. penetapan; dan

d. pengesahan.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup:

a. analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Kurikulum;

b. analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan;
dan

c. analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.

Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup:
a. perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;

b. pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan;

c. pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik
tingkat kelas;

d. penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan;
penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan
pembelajaran.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ dilakukan kepala
sekolah /madrasah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan
pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah.

Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4
Pengembangan KTSP dilakukan oleh tim pengembang KTSP.

Pengembangan KTSP di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan
atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab satuan pendidikan.

48



-4

Pasal 5

Pengembangan KTSP menggunakan Pedoman Pengembangan KTSP
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri
Nomor 81lA Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur
mengenai KTSP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 957

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001
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SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUEBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

PEDOMAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai tahun 2013. Dalam rangka
implementasi Kurikulum 2013 disusun perangkat kurikulum yang meliputi:

1. Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alivah.

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

ook L

Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah.

Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013.

7. Pedoman Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.

o

8. Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.

9. Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidilkan Dasar
dan Pendidikan Menengah.

10. Pedoman Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah.

11. Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah

12. Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013.
13. Pedoman Peminatan pada Pendidikan Menengah.

14. Pedoman Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah.

15. Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstralkurikuler
Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pedoman ini khusus mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Indonesia merupakan negara
kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yvang berjumlah sekitar
17.504. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2010, penduduk
Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dengan berbagai keragaman.
Keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia antara lain
geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar
belakang dan kondisi sosial budaya, dan keragaman lainnya yang terdapat di
gsetiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan
kebutuhan dan tantangan pengembangan vang berbeda antardaerah dalam
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ranglka meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di
setiap daerah.

Terkait dengan  pembangunan  pendidikan, masing-masing daerah
memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Kurikulum
sebagai jantung pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan
secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan,
dan peserta didik di masa kini dan masa mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

e Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan
jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai
dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

e Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan
jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b} peningkatan
alkhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta
didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e} tuntutan
pembangunan daerah dan mnasional; (f)] tuntutan dunia kerja; (g
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i
dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai
kebangsaan.

e Pasal 38 ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan
menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap
kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di
bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen
agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk
pendidikan menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan:

e Pasal 77A ayat (1) menyebutkan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum berisi
landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan
Standar Nasional Pendidikan.

¢ Pasal 77A ayat (2) menyebutkan bahwa Kerangka Dasar Kurikulum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. acuan dalam
Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional; b. acuan
dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan c. pedoman
dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Dari amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut ditegaskan
bahwa:

o Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi, untuk melakukan
penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidiltan dengan kondisi
dan ciri khas potensi yvang ada di daerah serta peserta didik;

o Kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan pada tingkat satuan

pendidikan.

Kurikulum operasional yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh
satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP).
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1I.

III.

TUJUAN PEDOMAN

Tujuan pedoman ini untuk menjadi acuan bagi:

1.

kepala sekolah/madrasah dan tenaga pendidik dalam menyusun dan
mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan;

dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan
koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di
setiap satuan pendidikan; dan

pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam membantu penyusunan

kurikulum.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

Pengertian dari beberapa istilah yvang terdapat dalam pedoman ini sebagai
berikut.

1. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan
KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan
pedoman implementasi Kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan
pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan
kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau kantor
kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.

2. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan
pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh
warga satuan pendidikan.

3. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan
sebagai penjabaran visi yvang telah ditetapkan dalam kurun waktu
tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang, dengan berdasarkan
masukan dari seluruh warga satuan pendidikan.

4. Tujuan pendidikan adalah gambaran tingkat kualitas vang akan
dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 (empat) tahun oleh
setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karalkteristik
dan/atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan
pendidikan, satuan pendidikan dapat melakukan evaluasi.

Komponen

Komponen KTSP meliputi 3 dokumen. Dokumen 1 yang disebut dengan
Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan,
pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 2 yang
disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus dan dokumen 3 yang disebut
dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang
disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di
lingkungan belajar. Penyusunan Buku I KTSP menjadi tanggung jawab
kepala sekolah /madrasah, sedangkan penyusunan Buku III KTSP menjadi
tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Buku II KTSP sudah
disusun oleh Pemerintah.

52



1.

Visi, Misi, dan Tujuan:

a. Visi Satuan Pendidikan

1) Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan visi serta
mengembangkannya.

2) Visi Satuan Pendidikan:

a)

b)

f)

dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan
pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada
masa yang akan datang;

mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada
warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang
berkepentingan;

dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga satuan
pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras
dengan wvisi institusi di atasnyva serta visi pendidikan
nasional;

diputuskan oleh rapat dewan guru vang dipimpin oleh
kepala sekolah /madrasah dengan memperhatikan masukan
komite sekolah/madrasah;

disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan
segenap pihak yang berkepentingan;

ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai
dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

b. Misi Satuan Pendidikan

1) Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan misi serta
mengembangkannya.

2) Misi Satuan Pendidikan:

a)

b)

c)

d)

gl

h)

memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan
pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;

merupakan tujuan vang akan dicapai dalam kurun waktu
tertentu;

menjadi dasar program pokok satuan pendidikan;

menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu
lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan;

memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan
dengan program satuan pendidikan;

memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan
kegiatan satuan-satuan unit satuan pendidikan yang
terlibat;

dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan

diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh
kepala sekolah /madrasah;

disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan
segenap pihak yang berkepentingan;

ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai
dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.
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c. Tujuan Satuan Pendidikan

1} Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan tujuan serta
mengembangkannya.

2} Tujuan Satuan Pendidikan:

a) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam
jangka menengah (empat tahunan);

b) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional
serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;

c] mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah
ditetapkan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah;

d) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak vyang
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan

diputuskan oleh rapat dewan guru vang dipimpin oleh
kepala sekolah/madrasah;

e] disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan
segenap pihak vang berkepentingan.

Muatan Kuriloaler

Muatan KTSP terdiri atas muatan nasional dan muatan lokal. Muatan
KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan
pendidikan dan penjelasannya.

a. Muatan nasional

Muatan kurikulum pada tingkat nasional terdiri atas kelompok
mata pelajaran A, kelompok mata pelajaran B, dan khusus untuk
SMA/MA/SMK/MAK ditambah dengan kelompok mata pelajaran C
(peminatan), termasulk bimbingan konseling dan ekstrakurikuler
wajib pendidikan kepramukaan.

b. Muatan lokal

Muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi
atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau
satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian
terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya vang
menjadi:

1) bagian mata pelajaran kelompok B; dan/atau

2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok B sebagai
mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak

dapat dilakukan.

Bimbingan konseling dapat diselenggarakan melalui tatap muka di
kelas sebagai muatan kurikulum yang ditetapkan pada tingkat satuan
pendidikan.

Pengaturan Beban Belajar dan Beban Kerja sebagai Pendidik

a. Beban belajar diatur dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit
Semester.

1) Sistem Paket

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam
struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan
pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang
terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun
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ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas
pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan
mandiri.

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri,
maksimal 40% untuk SD/MI, maksimal 50% untuk SMP/MTs,
dan maksimal 60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dar waktu
kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

2) Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diselenggarakan pada
SMP/MTs, SMA/MA, dan SMEK/MAK vang terakreditasi A dari
BAN S/M. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS
dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

Beban belajar kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan
kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan
SKS mengikuti aturan sebagai berilut:

a) Pada SMP/MT=s 1 (satu) sks terdiri atas: 40 menit kegiatan
tatap muka, 40 menit kegiatan terstruktur, dan 40 menit
kegiatan mandiri.

b) Pada SMA/MA/SMK/MAK 1 (satu) sks terdiri atas: 45 menit
kegiatan tatap muka, 45 menit kegiatan terstruktur, dan 45
menit kegiatan mandiri.

b. Beban Belajar Tambahan

Satuan pendidikan boleh menambah beban belajar berdasarkan
pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau
kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain wyang
dianggap penting oleh satuan pendidikan dan/atau daerah, atas
beban pemerintah daerah atau satuan pendidikan yang
menetapkannya.

Kalender Pendidilkan

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang
diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender
pendidikan  merupakan  pengaturan waktu untuk kegiatan
pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup
permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran
efelctif, dan hari libur.

a. Permulaan Tahun Ajaran

Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan
pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan
pendidikan.

b. Pengaturan Waktu Belajar Efektif

1) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan
pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan
pendidikan,

2) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran
setiap mingpu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk
seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah
jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh
satuan pendidikan, yang pengaturannya disesuaikan dengan
keadaan dan kondisi daerah.
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Pengaturan Walktu Libur

Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan
vang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah.
Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda
antarsemester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan,
hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur
khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan
lainnya tertera pada Tabel berikut ini.

Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

NO KEGIATAN ALOKASI WAKTU KETERANGAN
1. | Minggu efektif | Minimal 36 minggu | Digunakan untuk
belajar reguler kegiatan pembelajaran
setiap tahun efelktif pada setiap
(Kelas I-V, VII- satuan pendidikan
VIIT, X-XT)
2. | Minggu efektif | Minimal 18 minggu
semester ganjil
tahun terakhir
setiap satuan
pendidikan
(Kelas VI, IX,
dan XII)
3. | Minggu efektif | Minimal 14 minggu
semester genap
tahun teralkhir
setiap satuan
pendidikan
(Kelas VI, IX,
dan XII)
4. |Jeda tengah Maksimal 2 minggu | Satu minggu setiap
semester semester
5. |Jeda Maksimal 2 minggu | Antara semester [ dan II
antarsemester
6. | Libur akhir Maksimal 3 minggu | Digunakan untuk
tahun ajaran penyiapan kegiatan dan
administrasi alkhir dan
awal tahun ajaran
7. Hari libur Maksimal 4 minggu | Daerah khusus yang
keagamaan memerlulkan libur
keagamaan lebih
panjang dapat
mengaturnya sendiri
tanpa mengurangi
jumlah minggu efektif
belajar dan waktu
pembelajaran efektif
8. Hari libur Maksimal 2 minggu | Disesuaikan dengan
umum/ Peraturan Pemerintah
nasional
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NO KEGIATAN ALOKASI WAKTU KETERANGAN

9. Hari libur Maksimal 1 minggu | Untuk satuan

khusus pendidikan sesuai
dengan ciri kekhususan
masing-masing,

10. | Kegiatan Maksimal 3 minggu | Digunakan untuk
khusus satuan kegiatan yang
pendidikan diprogramkan secara

khusus oleh satuan
pendidikan tanpa
mengurangi jumlah
minggu efektif belajar
dan walktu

pembelajaran efektif

C. Acuan Konseptual

1.

Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pengembangan
kepribadian peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua
mata pelajaran dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.

Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan
toleransi dan kerukunan interumat dan antarumat beragama.

Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan
kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.
Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan
dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat
keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan
Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses holistik/sistemik dan sistematik untuk
meningkatkan harkat dan martabat manusia yvang memungkinkan
potensi diri (sikap, pengetahuan, dan keterampilan] berkembang
secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan
memperhatikan potensi, bakat, minat, serta tingkat perkembangan
kecerdasan; intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik
peserta didik.

Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan
kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu.

Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kompetensi peserta didik yang diperlukan antara lain berpikir kritis
dan membuat keputusan, memecahkan masalah yang kompleks
secara lintas bidang keilmuan, berpikir kreatif dan kewirausahaan,
berkomunikasi dan berkolaborasi, menggunakan pengetahuan
kesempatan secara inovatif, mengelola keuangan, kesehatan, dan
tanggung jawab warga negara.
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10.

11.

12.

13.

Tuntutan Dunia Kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya
pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai
kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu mengembangkan
jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup untuk membekali peserta
didik dalam melanjutkan studi dan/atau memasuki dunia kerja.
Terlebih bagi peserta didik pada satuan pendidikan kejuruan dan
peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yvang lebih tinggi.

Perkembangan Ipteks

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa
masyarakat berbasis pengetahuan di mana Ipteks sangat berperan
sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus
melakukan penyesuaian terhadap perkembangan Ipteks sehingga
tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu,
kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan
berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ipteks.

Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan
karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan
pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman
hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat
keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan
kebutuhan pengembangan daerah dan lingkungan.

Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurnlulum adalah salah satu
media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa wyang dapat
mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan
wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan
keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

Dinamika Perkembangan Global

Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian, baik
pada individu maupun bangsa, vang sangat penting ketika dunia
digeralkkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin
dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta
mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan bangsa
lain.

Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial
budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman
budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat
ditumbuhkembangkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya
dari daerah dan bangsa lain.

Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembanglkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan
pendidikan.
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D. Prinsip Pengembangan

Prinsip pengembangan KTSP:

1.

Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan
datang.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik
memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan
kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan,
kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan
pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi sentral berarti
bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan
pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang
hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur
pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan
kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah
pengembangan manusia seutuhnya.

Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencalkup keseluruhan dimensi kompetensi
(sikap, pengetahuan, dan keterampilan] bidang kajian keilmuan dan
mata  pelajaran yang direncanakan dan disajikan  secara
berkesinambungan antarjenjang pendidikan.

E. Prosedur Operasional

Prosedur operasional pengembangan KTSP sekurang-kurangnya meliputi:

1.

Analisis mencalkup:

a. analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Kurikulum;

b. analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan
lingkungan; dan

c. analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.

Penyusunan mencakup:

a. perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;
pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan;

c. pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik
tingkat kelas;

d. penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan;

e. penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal;
dan

f. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan
pembelajaran.
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Penetapan dilakukan kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil

rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite
sekolah/madrasah.

Pengesahan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

F. Mekanisme

1.

Pengembangan

Pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan
satuan pendidikan. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja satuan
pendidikan dan/atau kelompok satuan pendidikan vang
diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru.

Tahap kegiatan pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: (1)
penyusunan draf berdasarkan analisis konteks; (2) reviu, revisi, dan
finalisasi; serta (3) pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Langkah
vang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan
diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum satuan pendidikan.

Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya = berkewajiban
melakukan koordinasi dan supervisi.

Pelaksanaan

Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur
satuan pendidikan yakni kepala sekolah/madrasah, tenaga pendidik
dan tenaga kependidikan.

Daya Dukung
Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan KTSP meliputi:
a. Kebijakan Satuan Pendidikan

Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merupakan kewenangan dan
tangoung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu
untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan KTSP diperlukan
kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan
pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah baik
langsung maupun tidak langsung.

b. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merupakan proses
perwujudan kurikulum yang sesungguhnya. Oleh karena itu tenaga
pendidik merupakan unsur vyang mutlak diperlukan dalam
lkuantitas dan kualitas yang memadai. Selain itu tenaga
kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan sangat
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KTSP.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan

Pengembangan dan pelaksanaan KTSP memerlukan dukungan
berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang
termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik,
sosial, dan kultural yvang diperlukan untuk mewujudkan proses
pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana
seperti  lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan
prasarana Kkesenian, serta prasarana lainnya sangat diperlukan
sebagai unsur penunjang vang memberikan kemudahan
pelaksanaan KTSP.
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IV. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP antara lain :

1.

Tim pengembang kurikulum satuan pendidikan terdiri atas: tenaga
pendidik, konselor (kecuali SD/SDLB/MI)}, dan kepala sekolah/madrasah
sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan pengembangan KTSP,
tim pengembang kurikulum satuan pendidikan dapat mengikutsertakan
komite sekolah /madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait.

Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi
dan supervisi.

V. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan pengembangan KTSP oleh satuan
pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001
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SALINAN

Lampiran 2

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 77A ayat (3), Pasal
77C ayat (3), Pasal 77D ayat (3), Pasal 77E ayat (3), Pasal 77F
ayat (4) dan Pasal 771 ayat (3} Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
perlu  menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-20235
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5410);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;
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6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 /P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 54 /P Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)

(2)

TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH.

Pasal 1

Kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang telah
dilaksanakan sejak tahun ajaran 2013/2014 disebut Kurikulum 2013
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyvah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kerangka Dasar Kurikulum;
b. Struktur Kurikulum;
c. Silabus; dan

Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu.

Pasal 2

Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
huruf a berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai
dengan Standar Nasional Pendidikan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b
merupakan pengorganisasian Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, muatan
pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar.

Kompetensi Inti pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kemampuan
untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang
peserta didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah pada setiap tingkat kelas.

Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Kompetensi Inti sikap spiritual;

b. Kompetensi Inti sikap sosial;

c. Kompetensi Inti pengetahuan; dan

d. Kompetensi Inti keterampilan

Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaivah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan kemampuan dan
muatan pembelajaran untuk suatu tema pembelajaran atau mata pelajaran
pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyvah yang mengacu pada Kompetensi
Inti.
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Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4] merupakan
penjabaran dari Kompetensi Inti dan terdiri atas:

a. Kompetensi Dasar sikap spiritual;
b. Kompetensi Dasar sikap sosial;
c. Kompetensi Dasar pengetahuan; dan

d. Kompetensi Dasar keterampilan

Pasal 4

Kerangka Dasar Kurikulum dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 5
Mata pelajaran Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan atas:
a. mata pelajaran umum Kelompok A; dan
b. mata pelajaran umum Kelompok B.

Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan program kurikuler yang bertuyjuan untuk
mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan
kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan program kurikuler yang bertuyjuan untuk
mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang
sosial, budaya, dan seni.

Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok A
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nasional dan dikembangkan
oleh Pemerintah.

Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum Kelompok B
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat nasional dan dikembangkan
oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh
pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan.

Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;

b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;

c. Bahasa Indonesia;

d. Matematika;

e. lmu Pengetahuan Alam; dan

f. Ilmu Pengetahuan Sosial.

Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. Seni Budaya dan Prakarya; dan

b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
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Pasal 6

(1) Madrasah ibtidaiyah dapat menambah mata pelajaran rumpun pendidikan
agama Islam dan bahasa arab selain Mata pelajaran umum Kelompok A
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan mata pelajaran rumpun
pendidikan agama Islam dan bahasa arab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di
bidang agama.

Pasal 7

(1) Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar
vang harus dikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan
satu tahun pelajaran.

(2) Beban belajar di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah terdiri atas:
a. kegiatan tatap muka;
b. kegiatan terstruktur; dan
c. kegiatan mandiri.

{3) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi
setiap satu jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit;

(4) Beban belajar kegiatan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan beban belajar kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ paling banyak 40% (empat puluh persen) dari waktu
kegiatan tatap muka tema pembelajaran yang bersangkutan.

{5) Beban belajar satu minggu untuk:

a. Kelas I adalah 30 (tiga puluh) jam pelajaran;
b. Kelas Il adalah 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran;
c. Kelas Il adalah 34 (tiga puluh empat) jam pelajaran; dan

d. Kelas IV, Kelas V, dan Kelas VI masing-masing adalah 36 (tiga puluh
enam) jam pelajaran.

(6) Beban belajar di Kelas I, Kelas II, Kelas III, Kelas IV, dan Kelas V masing-
masing paling sedikit 36 (tiga puluh enam) minggu efeltif.

(7) Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 (delapan
belas) minggu efektif dan pada semester genap paling sedikit 14 (empat
belas) minggu efektif.

Pasal 8

Silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf ¢ merupakan
rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran
tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber
belajar.

Pasal 9

(1) Silabus Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah
dikelompokkan atas:

a. silabus mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti; dan

b. silabus tematik terpadu.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

-5

Silabus mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan oleh Pemerintah.

Silabus tematik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal
oleh pemerintah daerah.

Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pendidik
sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Silabus Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yvang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d merupakan profil utuh mata
pelajaran dan pengembangan muatan mata pelajaran  menjadi
pembelajaran tematik terpadu yang berisi latar belakang, karateristik mata
pelajaran pengertian, prinsip, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata
pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media dan
sumber belajar, dan peran guru sebagai pengembang budaya sekolah.

Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pemerintah.

Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pendidik untuk:

a. memahami secara utuh mata pelajaran dan tema pembelajaran sesuai
dengan karateristik Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah; dan

b.acuan dalam penyusunan dan penerapan rencana pelaksanaan
pembelajaran.

Pedoman Mata Pelajaran dan Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pelaksanaan pembelajaran pada Sekolah Dasar/Madrasah dilakukan
dengan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu.

Pembelajaran tematik-terpadu merupakan Muatan pembelajaran dalam
mata pelajaran Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaivah yvang diorganisasikan
dalam tema-tema.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur
Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 13
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUEBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUELIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001
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SALINAN
LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 TAHUN 2014
TENTANG

KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH

KERANGEKA DASAR KURIKULUM DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Pengertian Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
vang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang
pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran, sedangkan vang kedua adalah cara yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014
memenuhi kedua dimensi tersebut.

Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai
berikut:

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan
dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.
Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan

penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia
produltif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produlktif (15-
64 tahun] lebith banyak dari usia tidak produktif (anak-anak
berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas).
Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya
pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh
sebab itu tantangan besar vang dihadapi adalah bagaimana
mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang
melimpah 1ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya
manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui
pendidikan agar tidak menjadi beban.
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b. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan
berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup,
kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan
budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional.
Arus globalizsasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari
agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri
dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di World Trade
Organization (WTO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
Community, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN
Free Trade Area (AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan
pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas
teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi bidang
pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan
Program for International Student Assessment (PISA) sejak tahun
1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak
menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan
TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi
uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam
kurikulum Indonesia.

c. Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir

sebagai berikut:

1) Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi
vang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style) untuk
memiliki kompetensi yang sama;

2) Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta
didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);

3) Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik
dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang
dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);

4) Penguatan pembelajaran aktif-mencari [(pembelajaran siswa
aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan
pembelajaran saintifik);

5) Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);

6) Penguatan pembelajaran berbasis multimedia;

7] Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal dengan
tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang
dimiliki setiap peserta didik;

8) Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak
(multidisciplines); dan

9) Penguatan pola pembelajaran kritis.

d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut.

1) Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;

2) Penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan
manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan
(educational leader); dan

3) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan
manajemen dan proses pembelajaran.
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e. Penguatan Materi

Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi yang
tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan
bagi peserta didik.

B. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial,
pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai
situasi di sekolah dan masyarakat;

2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat vang
memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu
menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai
sikap, pengetahuan, dan keterampilan:

4. Mengembangkan kompetensi vwyang dinyatakan dalam bentuk
Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar
mata pelajaran;

5. Mengembangkan Kompetensi Inti kelas menjadi unsur pengorganisasi
(organizing elements) Kompetensi Dasar. Semua Kompetensi Dasar dan
proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang
dinyatakan dalam Kompetensi Inti;

6. Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif,
saling memperkuat (reinforced| dan memperkaya (enriched) antar-mata
pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).

C. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang
beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia.

I. KERANGEKA DASAR KURIKULUM
A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas
peserta didik wvang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari
kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil
belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam
di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis vyang
memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik
menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan
pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat

digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum vang dapat

menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut,

Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut.

1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun
kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini
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menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya
bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun
kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan
bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik
untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum,
hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan
pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa.
Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa
menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan
kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013
mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan
luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan
bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu
bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai
pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan
masyarakat dan bangsa masa kini.

2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut
pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan
di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi
kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah
suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir
rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna
terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan
budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya
dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan
fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir
rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013
memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk
menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam
kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya,
dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual
dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.
Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan
pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi
ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan
kecemerlangan akademik.

4. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan
yang lebith baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan
intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan
berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa
vang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Dengan
filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan
potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi
penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun
kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di
atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam
beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi
inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan
masyarakat, bangsa dan umat manusia.
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B. Landasan Sosiologis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan
perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi
dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana
termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini perkembangan
pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena
berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia
ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum
secara terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat
menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. Dengan
demikian keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi
secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis
pengetahuan (knowledge-based society).

C. Landasan Psikopedagogis

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan
konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik
beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi
pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus
didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan
perkembangan psikologisnyva dan mendapatkan perlakuan pedagogis
sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannya. Kebutuhan ini
terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum untuk jenjang
pendidikan dasar khususnya SD. Oleh karena itu pendidikan di SD yang
selama ini sangat menonjolkan kurikulum dan pembelajaran berbasis
mata pelajaran, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang bersifat
tematik-terpadu. Konsep kurikulum tematik-terpadu mencerminkan
pertimbangan psikopedagogis anak usia sekolah yang sangat memerlukan
penanganan kurikuler yang sesuai dengan perkembangannya.

D. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan
standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis
kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan
standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal
warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang
untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik
dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan,
berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught
curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan
pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman
belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar
belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman
belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi
dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil

lkuarikulum.
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E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan
vang dituangkan Rencana Pembangunan Janglka Menengah Nasional;
dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Rencana

Pemerintah Nomor
Pendidikan.

III. STRUKTUR KURIKULUM

A, Kompetensi Inti

Kompetensi Inti Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyvah (SD/MI) merupakan
tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
vang harus dimiliki seorang peserta didik SD/MI pada setiap tingkat
kelas. Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas/usia tertentu. Melalui
Kompetensi Inti, sinkronisasi horisontal berbagai Kompetensi Dasar
antarmata pelajaran pada kelas yvang sama dapat dijaga. Selain itu
sinkronisasi vertikal berbagai Kompetensi Dasar pada mata pelajaran

vang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.

Rumusan Kompetensi Inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk Kompetensi Inti sikap spiritual;
Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk Kompetensi Inti sikap sosial;
Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk Kompetensi Inti pengetahuan; dan
Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk Kompetensi Inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SD/MI dapat dilihat pada
Tabel berikut.

Tabel 1: Kompetensi Inti SD/MI Kelas I, 11, dan III

Kompetensi Inti
Kelas I

Kompetensi Inti
Kelas II

Kompetensi Inti
Kelas III

1. Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang
dianutnya

1. Menerima dan
menjalankan ajaran
agama vang
dianutnya

1. Menerima dan
menjalankan ajaran
agama yang
dianutnva

2. Memiliki perilaku

jujur, disiplin,
tanggung jawab,
santun, peduli, dan
percaya diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman,

2. Menunjukkan

perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan percaya

diri dalam
berinteraksi dengan

2. Menunjukkan

perilalku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan percaya
diri dalam
berinteraksi dengan

dan guru keluarga, teman, keluarga, teman,
dan guru guru dan
tetangganya

3. Memahami

pengetahuan faktual
dengan cara

3. Memahami

pengetahuan faktual
dengan cara

3. Memahami

pengetahuan faktual
dengan cara
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Kompetensi Inti

Kompetensi Inti

Kompetensi Inti

Kelas I Kelas II Kelas III
mengamati mengamati mengamati
[mendengar, [mendengar, [mendengar,

melihat, membaca)
dan menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di

melihat, membaca)]
dan menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di

melihat, membaca]
dan menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di

rumah dan di rumah dan di rumah dan di
sekolah sekolah sekolah
. Menyajikan . Menyajikan . Menyajikan

pengetahuan faktual
dalam bahasa yang
jelas dan logis,
dalam karya yang
estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan

berakhlak mulia

pengetahuan faktual
dalam bahasa yang
jelas dan logis,
dalam karya yang
estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan

berakhlak mulia

pengetahuan faktual
dalam bahasa yang
jelas, sistematis dan
logis, dalam karya
vang estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan
beralkhlak mulia

Tabel 2: Kompetensi Inti SD/MI Kelas IV, V, dan V

I

Kompetensi Int:
Kelas IV

Kompetensi Inti
Kelas V

Kompetensi Inti
Kelas VI

1. Menerima,

menjalankan, dan
menghargai ajaran
agama yang
dianutnya

1. Menerima,

menjalankan, dan
menghargai ajaran
agama vang
dianutnya.

. Menerima,

menjalankan, dan
menghargai ajaran
agama yang
dianutnva.

. Menunjukkan
perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan percaya
dir1 dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman,

. Menunjukkan

perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan percaya
diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman,

2. Menunjukkan

perilaku jujur,
disiplin, tanggung
jawab, santun,
peduli, dan percaya
diri dalam
berinteraksi dengan
keluarga, teman,

guru, dan guru, dan guru, dan
tetangganya tetangganya serta tetangganya serta
cinta tanah air. cinta tanah air.
. Memahami . Memahami 3. Memahami

pengetahuan faktual
dengan cara
mengamati dan
menanya
berdasarkan rasa
ingin tahu tentang

pengetahuan faktual
dan konseptual
dengan cara
mengamati,
menanya dan
mencoba

pengetahuan faktual
dan konseptual
dengan cara
mengamati,
menanya dan
mencoba
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Kompetensi Inti
Kelas IV

Kompetensi Int1
Kelas V

Kompetensi Inti
Kelas VI

dirinya, makhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di
rumah, di sekolah

dan tempat bermain

berdasarkan rasa
ingin tentang
dirinya, makhlulk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di
rumah, di sekolah
dan tempat bermain

berdasarkan rasa
ingin tahu tentang
dirinya, malkhluk
ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan
benda-benda yang
dijumpainya di
rumah, di sekolah

dan tempat bermain

. Menyajikan

pengetahuan faktual
dalam bahasa yang
jelas, sistematis dan
logis, dalam karya
yang estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan vang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan

berakhlak mulia

. Menyajikan

pengetahuan faktual
dan konseptual
dalam bahasa yang
jelas, sistematis,
logis dan kritis,
dalam karya yang
estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan

berakhlak mulia

. Menyajikan

pengetahuan faktual
dan konseptual
dalam bahasa yang
jelas, sistematis,
logis dan kritis,
dalam karya yang
estetis, dalam
gerakan yang
mencerminkan anak
sehat, dan dalam
tindakan yang
mencerminkan
perilaku anak
beriman dan
berakhlak mulia

B. Mata Pelajaran

Struktur Kurikulum SD/MI terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A
dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok
A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi  sikap, kompetensi pengetahuan, dan  kompetensi
keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran
umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk
mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang
sosial, budaya, dan seni. Khusus untuk MI, dapat ditambah dengan mata
pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama.

Struktur kurikulum SD/MI adalah sebagai berikut
Tabel 3: Struktur Kurikulum SD/MI

ALOEKASI WAKTU PER MINGGU
MATA PELAJARAN
I II I1I I\ V VI

Kelompok A (Umum)
1. | Pendidikan Agama dan

Budi Pekerti + * * N + 4
2. Piendldﬂcan Pancasila dan s s 6 s 5 s

Kewarganegaran
3. | Bahasa Indonesia 8 9 10 7 7 7
4. | Matematika 5 6 6 6 6 6
5. | Ilmu Pengetahuan Alam - - - 3 3 3
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ALOKASI WAKTU PER MINGGU

MATA PELAJARAN
I I I1I v v VI
6. | Ilmu Pengetahuan Sosial - - - 3 3 3
Kelompok B (Umum)|
1. | Seni Budaya dan 4 4 4 4 4 4

Prakarva
2. | Pendidikan Jasmani,

Olahraga, dan Kesehatan 4 + + + * +
Jullmlahjam pelajaran per 30 39 34 36 36 36
minggu

Keterangan:

Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran
vang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.

Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran
vang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat
dilengkapi dengan muatan/konten lokal.

Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan
lokal yang berdiri sendiri.

Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit.
Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri,
maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yvang
bersangkutan.

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu
sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan
akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.
Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, satuan
pendidikan wajib menyelenggaralkkan minimal 2 aspek dari 4 aspek
vang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang
disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti
setiap semesternya.

Khusus untuk Madrasah Ibtidaivah struktur kurikulum dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh
Kementerian Agama.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan
(wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja
(PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-
masing satuan pendidikan.

Pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran Tematik-
Terpadu kecuali mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

C. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti

peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun
pelajaran.

1. Beban belajar di SD/MI dinvatakan dalam jumlah jam pelajaran per

minggu.

a. Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pelajaran.

b. Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pelajaran.

c. Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pelajaran.

d. Beban belajar satu minggu Kelas IV, V, dan VI adalah 36 jam

pelajaran.
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2. Beban belajar di Kelas I, 11, III, IV, dan V dalam satu semester paling
sedikit 18 minggu minggu efektif.

3. Beban belajar di kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18
minggu minggu efektif.

4. Beban belajar di kelas VI pada semester genap paling sedikit 14
minggu minggu efektif.

D. Muatan Pembelajaran

Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui
pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari Kelas I sampai
Kelas VI. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dikecualikan
untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik-terpadu.

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang
mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke
dalam berbagai tema seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: Daftar Tema Kelas I, II, dan III

KELAS I KELASII KELAS III
1. Diriku 1.Hidup rukun 1.Perkembangbiakan
hewan dan
tumbuhan
2.Kegemaranku 2.Bermain di 2 Perkembangan
lingkunganku teknologi
3. Kegiatanku 3.Tugasku sehari-hari |3.Perubahan di alam
4. Keluargaku 4.Aku dan sekolahku |4.Peduli lingkungan
5.Pengalamanku 5.Hidup bersih dan 5.Permainan
sehat tradisional
6.Lingkungan bersih, |6.Air, bumi, dan 6.Indahnya
sehat, dan asri matahari persahabatan

7.Benda, hewan, dan |7.Merawat hewan dan |7.Energi dan

tanaman di tumbuhan perubahannya
sekitarku
8. Peristiwa alam 8.Keselamatan di 8.Bumi dan alam
rumah dan semesta
perjalanan

Tabel 5: Daftar Tema Kelas IV, V, dan VI

KELAS IV KELAS V KELAS VI
1.Indahnya 1. Benda-benda di 1.Selamatkan makhluk
kebersamaan lingkungan sekitar hidup
2.Selalu berhemat 2. Peristiwa dalam 2.Persatuan dalam
energi kehidupan perbedaan
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KELAS IV

KELAS V

KELAS VI

3.Peduli terhadap
linglkungan hidup

. Kerukunan dalam

bermasyarakat

3.Tokoh dan penemu

4.Berbagai pekerjaan

. Sehat itu penting

4.Globalisasi

5.Pahlawanku

. Bangoa sebagai

bangsa indonesia

5.Wirausaha

6.Indahnya negeriku

. Organ tubuh

manusia dan hewan

6.Kesehatan
masyarakat

7.Cita-citaku

7. Sejarah peradaban

indonesia

7.0rganisasi di
selkitarku

8.Tempat tinggallku

. Ekosistem

8.Bumiku

9.Makananku sehat

. Lingkungan sahabat

9.Menjelajah angkasa

luar

dan bergizi kita

Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan Kompetensi Dasar
dari berbagai mata pelajaran yaitu intradisipliner, interdisipliner,
multidisipliner, dan transdisipliner.

Integrasi intradisipliner dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh
di setiap mata pelajaran.

Integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan Kompetensi
DasarKompetensi Dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan
vang lainnya, sehingga dapat saling memperkuat, menghindari terjadinya
tumpang tindih, dan menjaga keselarasan pembelajaran.

Integrasi multidisipliner dilakukan tanpa menggabungkan Kompetensi
Dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki
Kompetensi Dasarnya sendiri.

Integrasi transdisipliner dilakukan dengan mengaitkan berbagai mata
pelajaran yvang ada dengan permasalahanpermasalahan yvang dijumpai di
sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Tema merajut
makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep
dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajarannya memberikan
makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai
tema vang tersedia. Tematikterpadu disusun berdasarkan gabungan
proses integrasi seperti dijelaskan di atas sehingga berbeda dengan

pengertian tematik seperti yang diperkenalkan pada kurikulum
sebelumnya.
Selain itu, pembelajaran tematikterpadu ini juga diperkaya dengan

penempatan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas I, I, dan III sebagai
penghela mata pelajaran lain. Melalui perumusan Kompetensi Inti sebagai
pengikat berbagai mata pelajaran dalam satu kelas dan tema sebagai
pokok bahasannya, sehingga penempatan Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain menjadi sangat
memungkinkan.
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Penguatan peran Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dilakukan secara utuh
melalui  penggabungan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran IImu
Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial ke dalam Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia. Kedua ilmu pengetahuan tersebut menyebabkan Mata
Pelajaran Bahasa Indonesia menjadi kontekstual, sehingga pembelajaran
Bahasa Indonesia menjadi lebih menarik.

Pendekatan sains seperti itu terutama di Kelas [, II, dan III menyebabkan
semua mata pelajaran yang diajarkan akan diwarnai oleh Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dan [lmu Pengetahuan Sosial. Untuk kemudahan
pengorganisasiannya, Kompetensi DasarKompetensi Dasar kedua mata
pelajaran  ini  diintegrasikan ke mata pelajaran lain (integrasi
interdisipliner).

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam diintegrasikan
ke Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Kompetensi
Dasar Mata Pelajaran Matematika.

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial diintegrasikan
ke Kompetensi Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia, ke Kompetensi
Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan ke
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Matematika.

Sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI, Kompetensi Dasar Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam dan [mu Pengetahuan Sosial masingmasing
berdiri sendiri, sehingga pendekatan integrasinya adalah multidisipliner,
walaupun pembelajarannya tetap menggunalkan tematik terpadu.

Pringip pengintegrasian interdisipliner untuk Mata Pelajaran IImu
Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial seperti diuraikan di atas
dapat juga diterapkan dalam pengintegrasian muatan lokal.

Kompetensi Dasar muatan lokal yang berkenaan dengan seni, budaya,
keterampilan, dan bahasa daerah diintegrasikan ke dalam Mata Pelajaran
Seni Budaya dan Prakaryva. Kompetensi Dasar muatan lokal yang
berkenaan dengan olahraga serta permainan daerah diintegrasikan ke
dalam Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.

Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti.

Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan

karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masingmasing

mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok sesuai

dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

1. kelompok 1 : kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam
ranglka menjabarkan KI1;

2. kelompok 2 : kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka
menjabarkan KIZ2;

3. kelompok 3 : Lkelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam
ranglka menjabarkan KI3; dan

4. kelompok 4 : kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam
rangka menjabarkan KI4.
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SALINAN

Lampiran 3

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik
dalam mengembangkan kemampuannya pada era
digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan
muatan informatika pada kompetensi dasar dalam
kerangka dasar dan struktur kunkulum 2013 pada
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Menetapkan

(]

_01

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) huruf ¢ Pasal 5 diubah, sehingga Pasal

S berbunyi sebagai berikut:

(4)

Pasal 5
Mata pelajaran Sekolah Menengah
Pertama /Madrasah Tsanawiyah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikelompokkan
atas:
a. mata pelajaran umum Kelompok A; dan
b. mata pelajaran umum Kelompok B.
Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program
kurikuler vang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar
dan penguatan kemampuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf b merupakan program
kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan peserta didik terkait
lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.
Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran
umum Kelompok A sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat nasional dan dikembangkan oleh
Pemerintah.
Muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran
umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) bersifat nasional dan dikembangkan oleh
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(8)

Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan
lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan
pendidikan.

Mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurut a terdiri atas:

a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerts;

b. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
c. Bahasa Indonesia;
d. Matematika;

e. Ilmu Pengetahuan Alam;

f.  Ilmu Pengetahuan Sosial; dan

g. Bahasa Inggris.

Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Seni Budaya;

b. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
dan

c. Prakarya dan/atau Informatika.

Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dapat ditambah dengan

mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 10A sebagai berikut:

Pasal 10A
Pelaksanaan pembelajaran Informatika sebagai mata
pelajaran pilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (7) hurut ¢ dilaksanakan mulai tahun
ajaran 2019/2020 sesuai dengan kesiapan sekolah.
Ketentuan mengenai pelaksanaan Mata Pelajaran
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah

Tsanawiyah sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun
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2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah diubah dengan
menambahkan mata pelajaran Informatika dalam mata
pelagjaran umum Kelompok B pada Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawiyah  sehingga  menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1690

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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L.

SALINAN LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Pengertian Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
vang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran  untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang
pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan
untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014
memenuhi kedua dimensi tersebut.

Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai
berikut:

a. Tantangan Internal

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan
dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.

Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan
penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia
produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-
64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak
berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas).
Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya
pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh
sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana
mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang
melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya
manusia yvang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui
pendidikan agar tidak menjadi beban.
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Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi
dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup,
kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif
dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat
internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup
masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi
masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat
terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of Southeast
Asian  Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tantangan
eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia,
pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan
transformasi bidang pendidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam
studi International Trends in International Mathematics and Science
Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment
(PISA) sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-
anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali
laporan yvang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan
antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan
PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir
sebagai berikut:

1) penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap
materi vang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style)
untuk memiliki kompetensi yang sama;

2) penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktit guru-peserta
didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);

3) penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik
dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang
dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);

4) penguatan pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa
aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan
pembelajaran saintifik);

5) penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);

6) penguatan pembelajaran berbasis multimedia;

7) penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal dengan
tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang
dimiliki setiap peserta didik;

8) penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak
(multidisciplines); dan

9) penguatan pola pembelajaran kritis.

Penguatan Tata Kelola Kurikulum
Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai berikut:

1) penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;

2) penguatan manajeman sekolah melalui penguatan kemampuan
manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan
(educational leader); dan

3) penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan
manajemen dan proses pembelajaran.
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e. Penguatan Materi.

Penguatan mater1 dilakukan dengan cara pengurangan materi yang
tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan
bagi peserta didik.

B. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial,
pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai
situasi di sekolah dan masyarakat;

2. menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat vang
memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu
menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai
sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

4. mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk
kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar
mata pelajaran;

5. mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi
(organizing elements) kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan
proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang
dinyatakan dalam kompetensi inti;

6. mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif,
saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-

mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan
vertikal).

C. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang
beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia.

II. KERANGKA DASAR KURIKULUM
A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas
peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan 1isi dan
kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil
belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam
di sekitarnya.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis vang
memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi: peserta didik
menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan
pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan vang dapat
digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat
menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut,
Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:
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Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun
kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini
menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya
bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun
kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan
bangsa yvang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik
untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum,
hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan
pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa.
Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa
menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan
kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013
mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan
luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan
bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu
bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai
pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan
masvyarakat dan bangsa masa kini.

Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa vang kreatif. Menurut
pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan
di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi
kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah
suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir
rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna
terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan
budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanva
dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologis serta kematangan
fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir
rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013
memposisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari  untuk
menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam
kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya,
dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual
dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu.
Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan
pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi
ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan
kecemerlangan akademik.

Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan
vang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan
intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan
berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa
vang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism). Dengan
filosofi 1ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan
potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi
penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun
kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di
atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam
beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi
inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan
masyarakat, bangsa dan umat manusia.
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B. Landasan Sosiologis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan
perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi
dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana
termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini perkembangan
pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena
berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia
ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum
secara terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat
menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan jamannva. Dengan
demikian keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi
secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis
pengetahuan (knowledge-based society).

C. Landasan Psikopedagogis

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan
konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik
beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi
pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum harus
didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan
perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis
sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannyva. Kebutuhan ini
terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum untuk jenjang
pendidikan menengah khususnya SMP. Oleh karena itu implementasi
pendidikan di SMP yang selama ini lebih menekankan pada pengetahuan,
perlu dikembangkan menjadi kurikulum yvang menekankan pada proses
pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik
melalui  berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik.
Penguasaan substansi mata pelajaran tidak lagi ditekankan pada
pemahaman konsep yang steril dari kehidupan masyarakat melainkan
pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran otentik. Dengan
demikian kurikulum dan pembelajaran selain mencerminkan muatan
pengetahuan sebagai bagian dari peradaban manusia, juga mewuwjudkan
proses pembudayvaan peserta didik sepanjang hayat.

D. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan
standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis
kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan
standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal
warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang
untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik
dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan,
berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught
curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan
pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman
belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar
belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman
belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi
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dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil
kurikulum.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan
vang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

III. STRUKTUR KURIKULUM
A. Kompetensi Inti

Kompetensi Inti Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik
SMP/MTs pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk
setiap kelas. Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai
kompetensi dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat
dijaga. Selain itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada
mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;

2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;

3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan

4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SMP/MTs dapat dilihat
pada Tabel berikut.

Tabel 1: Kompetensi Inti SMP/MTs

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI INTI KOMPETENSI INTI
KELAS VII KELAS VIIT KELAS TX

1. Menghargai dan 1. Menghargai dan 1. Menghargai dan
menghayati ajaran menghayati ajaran menghayati ajaran
agama yvang dianutnya | agama yang dianutnya | agama yang dianutnya

2. Menghargai dan 2. Menghargai dan 2. Menghargai dan
menghayati perilaku menghayati perilaku menghayati perilaku
jujur, disiplin, jujur, disiplin, jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli | tanggungjawab, peduli | tanggungjawab, peduli
(toleransi, gotong (toleransi, gotong (toleransi, gotong
royong), santun, royong), santun, royong), santun,
percaya diri, dalam percaya diri, dalam percaya diri, dalam
berinteraksi secara berinteraksi secara berinteraksi secara
efektif dengan efektif dengan efektif dengan
lingkungan sosial dan lingkungan sosial dan lingkungan sosial dan
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KOMPETENSI INTI
KELAS VII

KOMPETENSI INTI
KELAS VIII

KOMPETENSI INTI
KELAS IX

alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

alam dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

. Memahami
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan
prosedural)
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

. Memahami dan

menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan
prosedural)
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

. Memahami dan

menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan
prosedural)
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

. Mencoba, mengolah,
dan menyaji dalam
ranah konkret
(menggunakan,
mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan
membuat) dan ranah
abstrak (menulis,
membaca,
menghitung,
menggambar, dan
mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam
sudut pandang/teori

. Mengolah, menyaji,

dan menalar dalam
ranah konkret
(menggunakan,
mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan
membuat) dan ranah
abstrak (menulis,
membaca,
menghitung,
menggambar, dan
mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam
sudut pandang/teori

. Mengolah, menyaji,

dan menalar dalam
ranah konkret
(menggunakan,
mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan
membuat) dan ranah
abstrak (menulis,
membaca,
menghitung,
menggambar, dan
mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari
di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam
sudut pandang/teori

B. Mata Pelajaran

Struktur

Kurikulum SMP/MTs

terdiri

atas

mata pelajaran umum

kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Khusus untuk MTs,
dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh
Kementerian Agama.

Struktur kurikulum SMP/MTs adalah sebagai berikut

Tabel 2: Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMP/MTs
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ALOKASI WAKTU PER
MATA PELAJARAN MINGGU
vii | vim | IX
Kelompok A (Umum)
1. |Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2. |Pendidikan Pancasila dan
3 3 3
Kewarganegaraan
3. |Bahasa Indonesia 6 6 6
4. |Matematika 5 5 5
5. |llmu Pengetahuan Alam 5 5 5
6. |Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4
7. |Bahasa Inggris 4 4 4
Kelompok B (Umum)
1. |Seni Budaya 3 3 3
2. |Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan ) .
Kesehatan S 3 S
3. |Prakarya dan/atau Informatika 2 2 2
Jumlah jam pelajaran per minggu 38 38 38
Keterangan:

a.

b.

Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran
yvang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.

Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran
yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat
dilengkapi dengan muatan/konten lokal.

Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan
lokal yang berdiri sendiri.

Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah.

Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 40 (empat
puluh) menit.

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, paling
banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang
bersangkutan.

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai
dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan
akademik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
faktor lain vang dianggap penting, namun vang diperhitungkan
Pemerintah, maksimal 2 (dua)jam/minggu.

Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya satuan pendidikan wajib
menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan.
Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk
setiap semester, aspek yang ditkuti dapat diganti setiap semesternya.
Untuk Mata Pelajaran Prakarya dan/atau Mata Pelajaran Informatika,
satuan pendidikan menyelenggarakan salah satu atau kedua mata
pelajaran tersebut. Peserta didik dapat memilih salah satu mata
pelajaran yaitu Mata Pelajaran Prakarya atau Mata Pelajaran
Informatika yang disediakan oleh satuan pendidikan.

Dalam hal satuan pendidikan memilih Mata Pelajaran Prakarya,
satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4
aspek vang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang
disediakan untuk setiap semester, aspek yang diitkuti dapat diganti
setiap semesternya.

93




k. Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah struktur kurikulum dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh
Kementerian Agama.

I. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan
(wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja (PMR),
dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan

pendidikan.

C. Beban Belajar

Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yvang harus ditkuti peserta
didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. beban belajar di SMP/MTs dinyatakan dalam jam pelajaran per
minggu. Beban belajar satu minggu adalah minimal 38 (tiga puluh
delapan) jam pelajaran.

2. beban belajar di Kelas VII, VI, dan IX dalam satu semester paling
sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif.

3. beban belajar di kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18
(delapan belas) minggu efektif.

4. beban belajar di kelas IX pada semester genap paling sedikit 14(empat
belas) minggu efektif.

Beban belajar bagi SMP/MTs yvang menyelenggarakan Sistem Kredit
Semester (SKS), diatur lebih lanjut dalam Pedoman SKS.

D. Muatan Pembelajaran

Muatan pembelajaran di SMP/MTs yang berbasis pada konsep-konsep
terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah Mata
Pelgjaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial
(IPS).

Pada hakikatnya IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran
dalam bentuk integrated sciences dan integrated social studies. Muatan
IPA berasal dari disiplin biologi, fisika, dan kimia, sedangkan muatan IPS
berasal dari sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Kedua mata
pelajaran tersebut merupakan program pendidikan yang berorientasi
aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa
ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab
terhadap lingkungan sosial dan alam.

Tujuan pendidikan TIPS menekankan pada pemahaman tentang bangsa,
semangat kebangsaan, patriotisme, dan aktivitas masyarakat di bidang
ekonomi dalam ruang atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tujuan pendidikan IPA menekankan pada pemahaman tentang
lingkungan dan alam sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yvang
perlu dilestarikan dan dijaga dalam perspektif biologi, fisika, dan kimia.
Integrasi berbagai konsep dalam Mata Pelajaran IPA dan IPS
menggunakan pendekatan frans-disciplinarity di mana batas-batas
disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas dan jelas, karena konsep-
konsep disiplin ilmu berbaur dan/atau terkait dengan permasalahan-
permasalahan yang dijumpai di sekitarnya. Kondisi tersebut memudahkan
pembelajaran IPA dan IPS menjadi pembelajaran yang kontekstual.

Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten biologi, fisika, dan kimia.
Pengintegrasian dapat dilakukan dengan cara dihubungkan, yakni
pembelajaran dilakukan pada konten bidang tertentu (misalnya fisika),
kemudian konten bidang lain vang relevan ikut dibahas. Misalnya saat
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mempelajari suhu (konten fisika), pembahasannya dikaitkan dengan
upaya makhluk hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh
(konten biologi), serta senyawa yang digunakan di dalam sistem AC
(konten kimia).

Pembelajaran IPS duntegrasikan melalui konsep ruang, koneksi antar
ruang, dan waktu. Ruang adalah tempat di mana manusia beraktivitas,
koneksi antar ruang menggambarkan mobilitas manusia antara satu
tempat ke tempat lain, dan waktu menggambarkan masa di mana
kehidupan manusia itu terjadi.

. Kompetensi Dasar

Kompetens: Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti.

Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan

karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-

masing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok

sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

1. kelompok 1 : kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam
rangka menjabarkan KI-1;

2. kelompok 2 : kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka
menjabarkan KI-2;

3. kelompok 3 : kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam
rangka menjabarkan KI-3; dan

4. kelompok 4 : kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam
rangka menjabarkan KI-4.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN

Lampiran 4

PERATURAN MENTERI PENDIDIKEAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik
dalamm mengembangkan kemampuannya pada era
digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan
muatan informatika pada kompetensi dasar dalam
kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

96



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

4., Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUEBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) diubah
sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 10A sebagai berikut:

Pasal 10A
(1) Pelaksanaan pembelajaran Informatika sebagai mata
pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran
2019/2020 sesuai dengan kesiapan sekolah.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Mata Pelajaran
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

2. EKurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Alivah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyvah diubah dengan menambahkan
mata pelajaran Informatika pada Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REFPUELIK INDONESIA,

MUHADJIE EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUELIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1691

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH

KERANGEKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Pengertian Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang

digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014

memenuhi kedua dimensi tersebut.

Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai

berikut:

a. Tantangan Internal
Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan
dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.
Tantangan internal lainnya terkait dengan  perkembangan
penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia
produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif
(15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak
berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas).
Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya
pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh
sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana
mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang
melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya
manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui

pendidikan agar tidak menjadi beban.
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b. Tantangan Eksternal
Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi
dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingllungan hidup,
kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif
dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat
internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup
masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi
masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat
terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific

Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area

(AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran

kelkuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta

mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan.

Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program

for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999

juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak

menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan

TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya

materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat

dalam kurikulum Indonesia.
c. Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola

pikir sebagai berikut.

1) Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap
materi yang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style)
untuk memiliki kompetensi yang sama;

2) Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif guru-
peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media
lainnyay;

3) Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik
dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang
dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);

4) Penguatan pembelajaran altif-mencari (pembelajaran siswa
aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan
pembelajaran saintifik);

5) Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);

6) Penguatan pembelajaran berbasis multimedia;

7) Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal
dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus
yvang dimiliki setiap peserta didik;

8) Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak
(multidisciplines); dan

9) Penguatan pola pembelajaran kritis.

d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai

berikut.

1) Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;

2) Penguatan manajeman = sekolah  melalui  penguatan
kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan
kependidikan (educational leader}; dan

3) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan
manajemen dan proses pembelajaran.
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e. Penguatan Materi
Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi
yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang
relevan bagi peserta didik.

B. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial,
pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam
berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang
memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu
menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. Memberi waktu wyang cukup leluasa untuk mengembangkan
berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk
kompetensi inti kelas yang dirinci lebith lanjut dalam kompetensi
dasar mata pelajaran;

5. Mengembangkan  kompetensi inti kelas menjadi unsur
pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar. Semua
kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk
mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

6. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip
akumulatif, saling memperkuat {remforc-:,d') dan memperkaya

(enriched) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi

horizontal dan vertikal).

C. Tujuan Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban dunia.

II. KERANGKA DASAR KURIKULUM

A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan
kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi
dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian
hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan
lingkungan alam di sekitarnya.
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang
memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik
menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan
pendidikan nasional.
Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat
digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat
menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut,
Kurilkulum 2013 dikembanglkan menggunakan filosofi sebagai berilaut.
1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun
kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini
menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya
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bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun
kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan
bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta
didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian
kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah
rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi
muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi
muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk
mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta
didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang
memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai
kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa
depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan
kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang
peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut
pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang
kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat
dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik.  Proses
pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi
kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan
memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca,
dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan
oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan
psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain
mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang
dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan
budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga,
diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi,
dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam
kehidupan berbangsa masa kini.

Pendidikan  ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan
intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan
disiplin ilmu. Filosofi im1 menentukan bahwa isi kurikulum adalah
disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu
(essentialism). Filosofi ini bertujuan untuk mengembangkan
kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.

Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa
depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan
intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian,
dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan
bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism).
Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk
mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam
berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat,
dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang
lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana
di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam
beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi
inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan

masvarakat, bangsa dan umat manusia.
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B. Landasan Sosiologis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan
perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi
dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana
termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini
perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini
dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam
masyarakat, dunia kerja, dan dunia imu pengetahuan yang
berimplikasi pada tuntutan perubahan lkurikulum secara terus
menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat menjawab
tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. Dengan demikian
keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara
optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan
(knowledge-based society).

C. Landasan Psikopedagogis

Kurilkulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan
konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik
beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi
pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum
harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai
dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatlkan perlakuan
pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannya.
Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum
untuk jenjang pendidikan menengah khususnya SMA. Oleh karena itu
implementasi pendidikan di SMA yang selama ini lebih menekankan
pada pengetahuan, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang
menekankan pada proses pembangunan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik melalui berbagai pendekatan yang
mencerdaskan dan mendidik. Penguasaan substansi mata pelajaran
tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep yang steril dari
kehidupan masyarakat melainkan pembangunan pengetahuan melalui
pembelajaran otentik. Dengan demikian kurikulum dan pembelajaran
selain mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari
peradaban manusia, juga mewujudkan proses pembudayaan peserta
didik sepanjang hayat.

D. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan
standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis
kompetensi (competency-based cwriculum). Pendidikan berdasarkan
standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal
warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis
kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-
luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk
bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindalk.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru
(taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa
kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2)
pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai
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dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta
didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi
hasil belajar bagi dirinya, sedanglkan hasil belajar seluruh peserta didik
menjadi hasil kurikulum.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan
yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional; dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

III. STRUKTUR KURIKULUM

A. Kompetensi Inti
Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA/MA pada
setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas.
Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi
dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain
itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran
yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
1. KompetensiInti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SMA/MA dapat dilihat
pada Tabel berikut.

Tabel 1: Kompetensi Inti SMA/MA

KOMPETENSI INTI
KELAS X

KOMPETENSI INTI
KELAS XI

KOMPETENSI INTI
KELAS XII

1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

. Menghayati dan

mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

. Menghayati dan

mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

2. Menghayati dan
mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai permasalahan

. Menghayati dan

mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan pro-alktif
dan menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai permasalahan

. Menghayati dan

mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai|, santun,
responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai permasalahan
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KOMPETENSI INTI
KELAS X

KOMPETENSI INTI
KELAS XI

KOMPETENSI INTI
KELAS XII

dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

dalam berinteraksi
secara efektif dengan
linglkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia

dalam berinteralsi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia

. Memahami,menerapka
n, menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural
berdasarkan rasa
ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

. Memahami,

menerapkan, dan
menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural,
dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

. Memahami,

menerapkan,
menganalisis dan
mengevaluasi
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural,
dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
telknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

. Mengolah, menalar,
dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak terkait
dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya
di sekolah secara
mandiri, dan mampu
menggunakan metoda

sesuai kaidah keilmuan

. Mengolah, menalar,

dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak terkait
dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya
di sekolah secara
mandiri, bertindak
secara efektif dan
kreatif, serta mampu
menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan

. Mengolah, menalar,

menyaji, dan mencipta
dalam ranah konkret
dan ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan dari
yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri
serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah
keilmuan

B. Mata Pelajaran

Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri atas mata pelajaran umum
kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran
peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik
kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran Peminatan Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran Peminatan Ilmu
Pengetahuan Sosial, dan mata pelajaran Peminatan Bahasa dan
Budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambah dengan mata pelajaran
keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama.
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Struktur kurilkulum SMA/MA adalah sebagai berilcut.

Tabel 2: Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMA/MA

ALOKASI WAKTU PER MINGGU
MATA PELAJARAN X | XI XII

KELOMPOK A (UMUM)

1. |Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2. | Pendidikan Pancasila dan

2 2 2

Kewarganegaraan

3. |Bahasa Indonesia 4 4 4
4. | Matematika 4 4 4
5. | Sejarah Indonesia 2 2 2
6. | Bahasa Inggris 2 2 2

KELOMPOK B (UMUM)

7. |Seni Budaya 2 2 2
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan

Kesehatan 3 3 3
9. | Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

Jumlal_h_jam pelajaran kelompok A dan B 24 24 24

per minggu

KELOMPOK C (PEMINATAN)

Mata pelajaran peminatan akademik 9 atau 12 | 12 atau 16 | 12 atau 16

Mata pelajaran pilihan 6 atau 9 4 atau 8 4 atau 8

Jumlal_hjam pelajaran kelompok A, B, dan C 49 44 44

per minggu

Keterangan:

a. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata
pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.

b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran
yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat
dilengkapi dengan muatan/konten lokal.

c. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan
lokal yang berdiri sendiri.

d. Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

e. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit.

f. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri,
maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang
bersangkutan.

g. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu
sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan
akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting,
namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua)
jam/minggu.

h. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Prakarya
dan Kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan
minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik
mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester,
aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.

i. Khusus untuk Madrasah Aliyah struktur kurikulum dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh
Kementerian Agama.

j. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan

(wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja
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(PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-
masing satuan pendidikan.

1. Mata Pelajaran Umum
Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler
yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai
dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler
yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait
lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.

2. Mata Pelajaran Peminatan Akademik
Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan
program kurnkuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi
sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan
akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan.

Tabel 3: Mata Pelajaran Peminatan Akademik

KELAS

MATA PELAJARAN X | XI XTI
I. Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
1 | Matematika 3 4 4
2 | Biologi 3 4 4
3 | Fisika 3 4 4
4 | Kimia 3 4 4
II. Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial
1 | Geografi 3 4 4
2 | Sejarah 3 4 4
3 | Sosiologi 3 4 4
4 | Ekonomi 3 4 4
III. Peminatan Bahasa dan Budaya
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia 3
2 | Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4

Bahasa dan Sastra Asing Lain (Arab,
3 | Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, 3 4 4
Perancis)

4 | Antropologi 3 4 4
Mata Pelajaran Pilihan *)
Lintas minat dan/atau Pendalaman minat | 6 atau 9 4 atau 8 4 atau 8
dan/atau Informatika

3. Mata Pelajaran Pilihan

Mata Pelajaran Pilithan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan
berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan
seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat
jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

Kurikulum SMA/MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik
diperkenankan memilih Mata Pelajaran Lintas Minat dan/atau
Pendalaman Minat dan/atau Mata Pelajaran Informatika.
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Pemilihan Peminatan dan Pemilihan Mata Pelajaran Lintas Minat
dan/atau Pendalaman Minat

Pemilihan peminatan dilakukan peserta didik saat mendaftar pada
SMA/MA  berdasarkan  mnilai  rapor  Sekolah  Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat,
nilai ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat, rekomendasi
guru bimbingan dan konseling/konselor di SMP/MTs atau yang
sederajat, dan hasil tes penempatan (placement test) ketika
mendaftar di SMA/MA, atau tes bakat dan minat oleh psikolog.
Peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada
awal semester kedua di Kelas X sepanjang daya tampung peminatan
baru masih tersedia, berdasarkan hasil pembelajaran berjalan pada
semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling,
peserta didik yang pindah peminatan wajib mengikuti dan tuntas
matrikulasi mata pelajaran yang belum dipelajari  sebelum
pembelajaran pada peminatan baru dimulai.

Peserta didik dapat memilih minimal 3 mata pelajaran dari 4 mata
pelajaran yang terdapat pada satu peminatan, 1 mata pelajaran
yang tidak diambil beban belajarnya dialihkan ke mata pelajaran
lintas minat. Selain mengikuti mata pelajaran di peminatan yang
dipilihnya, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran
tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat. Bila
peserta didik mengambil 3 mata pelajaran dari peminatan yang
dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata
pelajaran lintas minat sebanyak 9 jam pelajaran (3 mata pelajaran)
di Kelas X atau sebanyak 8 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas
Xl dan XII. Sedangkan bila peserta didik mengambil 4 mata
pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik
tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 6
jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 4 jam
pelajaran (1 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII.

Peserta didik yang mengambil Peminatan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam atau Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, lintas
minatnya harus diluar peminatan yang dipilihnya. Sedangkan
peserta didik yang mengambil Peminatan Bahasa dan Budaya,
dapat mengambil mata pelajaran lintas minat: (1) di luar; (2) di
dalam; atau (3) sebagian di dalam dan sebagian di luar, peminatan
yang dipilihnya. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya
tetap dari Kelas X sampai dengan XII.

Sebagai contoh, peserta didik Kelas X yang memilih Peminatan
Bahasa dan Budaya, dapat mengambil 3 mata pelajaran yaitu
Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan
Antropologi. Lintas minatnya dapat mengambil mata pelajaran: (1)
Biologi, Fisika, dan Kimia; (2) Geografi, Sejarah, dan Ekonomi; (3)
Matematika, Sosiclogi, dan Bahasa Jerman; atau (4) Bahasa
Mandarin, Bahasa Arab, dan Bahasa Jepang. Alternatif (1), (2), dan
(3) merupakan contoh lintas minat di luar peminatan yang
dipilihnya, sedangkan alternatif (4) merupakan contoh lintas minat
di dalam peminatan yang dlpﬂahnya Peserta didik dapat
menentukan pilihannya masing-masing, sesuai dengan sumber
daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA/MA.
SMA/MA yang tidak memiliki Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat
menyediakan pilthan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia,
Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata
pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata
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pelajaran lintas minat yang dapat diambil peserta didik dari
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Kelompok
Peminatan [lmu Pengetahuan Sosial, sesuai dengan sumber daya
(ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimilikinya.

Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai
satu mata pelajaran tertentu misalnya bahasa asing tertentu,
dianjurkan untuk memilih mata pelajaran yang sama sejak Kelas X
sampai Kelas XII.

Dianjurkan setiap SMA/MA memiliki ketiga peminatan. Peserta
didik di SMA/MA Kelas XII dapat mengambil mata kuliah pilihan di
perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum
perguruan tinggi yang bersangkutan. Pilthan ini tersedia bagi
peserta didik SMA/MA yang memiliki kerjasama dengan perguruan
tinggi terkait.

Pendalaman minat mata pelajaran tertentu dalam peminatan dapat
diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerjasama dengan
perguruan tinggi di kelas XIIL

Mata Pelajaran Informatika

Informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berfungsi
memberikan kemampuan berpikir manusia dalam mengatasi
persoalan-persoalan yang semakin kompleks agar dapat bersaing di
Abad ke-21. Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah
satu bagian dari Informatika merupakan kebutuhan dasar peserta
didik agar dapat mengembangkan kemampuannya pada era digital.
Mata Pelajaran Informatika merupakan mata pelajaran pilihan yang
diselenggarakan berdasarkan ketersediaan guru sesuai dengan
kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sarana prasarana pada
satuan pendidikan.

Alokasi waktu untuk Mata Pelajaran Informatika di Kelas X
sebanyak 3 Jam Pelajaran; Kelas XI dan XII masing-masing
sebanyak 4 Jam Pelajaran.

C. Beban Belajar
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus dikuti
peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun

1.

pembelajaran.
Beban belajar di SMA/MA dinyatakan dalam jam pelajaran per
minggu.
a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah minimal 42 jam
pelajaran.

2.

3.

4.

b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah minimal 44
jam pelajaran.

Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester minimal 18

minggu.

Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil minimal 18 mjnggu

Beban belajar di kelas XII pada semester genap minimal 14 minggu.

Beban belajar bagi SMA/MA yang menyelengarakan Sistem Kredit
Semester (SKS), diatur dalam pedoman SKS.
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D. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti.
Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan
karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-
masing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok
sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

1.

2.

3.

kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam
rangka menjabarkan KI-1;

kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka
menjabarkan KI-2;

kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam
rangka menjabarkan KI-3; dan

kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam
rangka menjabarkan KI-4.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN

Lampiran 5

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya
saing sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan
revitalisasi sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah
kejuruan melalui penyempurnaan dan penyelarasan
kurikulum dengan kompetensi sesuai kebutuhan
pengguna lulusan, peningkatan kompetensi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan, peningkatan kerja sama antar
kementerian/lembaga, pemerintah daerah., dan dunia
usaha/industri, peningkatan akses sertifikasi lulusan,
dan program lainnya;

bahwa ketentuan wyang mengatur mengenai sekolah
menenmgah  kejuruan/madrasah  aliyah  kejuruan
sebagaimana diatur dalam beberapa Peraturan Menteri
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global

sehingga perlu diganti;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2] Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar
Nasional Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan [Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20035
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670};
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudavaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 573);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Nasional Pendidikan Sekolah  Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat SNP SMK/MAK adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Alivah Kejuruan di seluruh wilayah
hultum Negara Kesatuan Republik Indonesia agar
tercapai kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pengguna
lulusan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat
SMEK adalah pendidikan formal pada jenjang pendidikan
menengah yang menyelenggarakan program kejuruan.
Madrasah Alivah Kejuruan, vang selanjutnya disingkat
MAK adalah pendidikan formal pada jenjang pendidikan
menengah yang menyelenggarakan program kejuruan
dalam lingkup kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

114



Pasal 2
SNP SME/MAK terdiri atas:
a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses pembelajaran;
d. standar penilaian pendidikan;
e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar biaya operasi.
Ketentuan mengenai standar kompetensi lulusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai standar isi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Ketentuan mengenai standar proses pembelajaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai standar penilaian pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurutf d tercantum
dalam Lampiran IV vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai standar pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai standar sarana dan prasarana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf { tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(8) Ketentuan mengenai standar pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(9) Ketentuan mengenai standar biaya operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam
Lampiran VIII yvang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangan wajib

menyelenggarakan SMK/MAK sesuai dengan SNP SMEK,/MAK.

Pasal 4
Penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK wajib menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu

paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai

berlalku.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang vang
mengatur mengenai standar isi pada SMK/MAK dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku;

b. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
sepanjang yang mengatur mengenai standar kompetensi
lulusan pada SMEK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

c. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
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Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
sepanjang yang mengatur mengenai pelaksanaan standar
isi dan standar kompetensi lulusan pada SMEK/MAK
dicabut dan dinyatakan tidak berlalku;

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru sepanjang vyang
mengatur mengenai Guru SMEK/MAK dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
sepanjang vang mengatur mengenai standar pengelolaan
SMEK/MAK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sepanjang yang
mengatur mengenai standar proses pada SMEK/MAK
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun
2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Alivah Kejuruan
(SMK/MAK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi
Nonpersonalia Tahun 2009 untulk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyvah (SMA/MA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMEK), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB]J, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB],
dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
sepanjang vyang mengatur mengenal standar biaya
operasi nonpersonalia SMK/MAK dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;
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1. ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 954) sepanjang yang
mengatur mengenai standar isi pada SMK/MAK dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku; dan

j- ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9535) sepanjang
vang mengatur mengenai standar proses pada SMK/MAK
dicabut dan dinyvatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1689

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hulkum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN

STANDAR ISI

BAB1I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerbitan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas
dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia mendorong SMK/MAK untuk
menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Salah satu langkah
dalam revitalisasi SMK/MAK adalah pengembangan SNP SMEK/MAK guna
menghadapi tantangan masa kini dan masa datang. Salah satu SNP SMK/MAK
adalah standar isi.

Pengembangan standar isi SMK/MAK mengacu pada standar kompetensi
lulusan vang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
standar kompetensi lulusan dijabarkan lebih lanjut dalam standar isi dalam
bentuk sub standar kompetensi lulusan yang dilengkapi ruang lingkup materi

yvang akan mendukung pencapaian sub standar kompetensi lulusan tersebut.
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BABII
STRUKTUR STANDAR ISI

Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi

Standar kompetensi lulusan mencerminkan profil lulusan yang
diharapkan dicapai melalui proses pembelajaran dan aktivitas pada
satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dapat dikelompokkan

menjadi kompetensi umum dan kompetensi kejuruan.

1. Kompetensi umum terdiri atas area kompetensi:
a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa;
b. kebangsaan dan cinta tanah air;
c. karakter pribadi dan sosial;
d. kesehatan jasmani dan rohansi;
e. literasi;
f. kreativitas; dan

g. estetika.
2. Kompetensi kejuruan terdiri atas area kompetensi:
a. kemampuan teknis terdiri atas:
1) kemampuan dasar;
2) kemampuan spesifik; dan
3) kemampuan khusus; dan
b. kewirausahaan.
Standar kompetensi lulusan selanjutnya dijabarkan menjadi sub standar
kompetensi lulusan agar lebih terukur, dan guna mendukung
pencapaiannya dirumuskan ruang lingkup materi untuk masing-masing
sub standar kompetensi lulusan tersebut sesuai bidang keahliannya.
Sub standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan vang harus
dipenuhi oleh peserta didik, dan dikembangkan berdasarkan kriteria:
1. kemampuan yang diperlukan untuk menunjang sebuah pekerjaan;
2. deskripsi jenjang KKNI;
3. lkarakteristik bidang/program; dan
4. pengelompokan Kompetensi.
Ruang lingkup materi pada SMK/MAK terdiri atas kelompok muatan
umum, kelompok muatan adaptif, dan kelompok muatan kejuruan.
Muatan umum sama untuk seluruh bidang keahlian. Muatan adaptif
sama untuk semua program keahlian di bidang yang sama. Adapun

muatan kejuruan bersifat spesifik untuk masing-masing program
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keahlian. Khusus untuk kelompok muatan kejuruan dicapai melalui
satuan kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi kompetensi

sesuai dengan standar kompetensi kerja.

Struktur Standar Isi SMK/MAK

Struktur standar isi terdiri atas area kompetensi, standar kompetensi
lulusan, sub standar kompetensi lulusan, dan ruang lingkup materi. Area
kompetensi dan butir standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari
standar kompetensi lulusan, sedang sub standar kompetensi lulusan dan
ruang lingkup materi merupakan bagian inti dari standar isi.

Standar is1 ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan program
keahlian. Secara umum Standar isi ini terdiri atas bagian umum dan
bagian kejuruan. Muatan umum untuk suatu bidang keahlian tertentu
adalah sama, sedangkan muatan kejuruan secara umum bersifat spesifik
untuk masing-masing program keahlian pada bidang keahlian tertentu.
Bidang keahlian dalam standar isi ini meliputi;

bidang teknologi dan rekayasa;

energi dan pertambangan;

teknologi informasi dan komunikasi;

kesehatan dan pekerjaan sosial;

agribisnis dan agroteknologi;

lkkemaritiman;

biznis dan manajemen;

pariwisata; dan

v e N oo oA

seni dan industri kreatif.

Penjabaran sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi ke
dalam muatan pembelajaran didistribusikan pada 1 (satu) atau lebih
muatan pembelajaran yang relevan. Namun semua muatan dan sejumlah
kegiatan ekstra kurikuler seperti kepramukaan juga harus berkontribusi
terhadap pencapaian aspek kejujuran ini.

Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan
pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi
dirumuskan dalam kurikulum SMEK/MAK. Selanjutnya sub standar
kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut

dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran.
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A. Teknologi dan Rekayasa

BAB III

SUB STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

1. Kompetensi Muatan Umum
Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi
No Area Kompetensi Standar Kompetensi Sub Standar Kempetensi Lulusan Ruang Linglkup Materi
Lulusan SMK
1. Keimanan dan 1.1 Memiliki pemahaman, |Muatan Agama Islam dan Budi

ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha
Esa.

penghayatan, dan
kesadaran dalam
mengamalkan ajaran
agama yang dianut.

Pekerti

Muatan Agama Islam dan Budi
Pekerti

1.1.1. Memahami dan menghayati
nilai-nilai rukun iman.

a. Penghayatan keimanan kepada
Allah, Malaikat-malaikat,
Kitab-kitab Allah, Nabi-
nabi/Rasul-rasul, Hari Akhir,
dan Talkdir.

b. Implikasi rukun iman dalam
membangun karakter
umat/bangsa vang unggul.

1.1.2. Meyakini kebenaran dan
berpegang teguh kepada
Alquran, Hadis, dan [jtihad
sebagai pedoman hidup dan
sumber nilai Islam.

a. Alquran sebagai pedoman
hidup muslim.

b. Jaminan Allah atas kemurnian
Alguran.

c. Kajian tematik Ayat-ayat
Alquran vang berkaitan
dengan karakter
ummat/bangsa yang unggul.

d. Hadis sebagai sumber hukum
dan pedoman hidup muslim.

e. Kajian tematik hadis-hadis
vang berkaitan dengan

karakter ummat/bangsa yang
unggul.

f. Ijtihad sebagai sumber hukum
Islam dan peranannya dalam
menghadapi dinamika zaman.

1.1.3. Memahami dan
menerapkan sejumlah
ibadah dan amalan yang
penting dan relevan dalam
kehidupan bermasyarakat
dan dunia profesi yang
akan digelutinya.

a. ibadah: hukum dan tata cara
menutup aurat serta
penerapannya dalam ibadah
shalat dan kehidupan sehari-
hari.

b. Ibadah: hukum dan tata cara
shalat jamaah, shalat wajib
dan shalat sunnah.

c. Ibadah: hukum dan tata
Ibadah Haji

d. Ketentuan khutbah, tablig,
dan dakwah.

e. Tata cara mengurus jenazah.

f.  Perjuangan yang dibenarkan.

g. Hukum dan tata cara
pernikahan, muamalah, dan
waris.

h. Hukum dan tata cara infaq,

zakat, shadagah. dan wakaf.

Muatan Agama Katolik dan Budi
Pekerti

Muatan Agama Katolik dan Budi
Pekerti

1.1.1 Memahami dan menghayati
iman akan Allah Roh
Kudus (Allah Pembaharu),

a. Ajaran iman tentang Allah Roh
Kudus sebagai Allah
Pembaharu dan Pribadi ketiga
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BAB IV
PENUTUP

Standar Isi dikembanglkan mengacu kepada area kompetensi dan butir Standar
Kompetensi Lulusan. Standar Isi menjadi acuan pengembangan kurikulum
SMEK/MAK vang bersifat lebih operasional dan terperinci tentang cakupan

materi pembelajaran dan aspek penting terkait.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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